SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KARTOHARJO
TAHUN 2023 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGETAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang
Wilayah Perencanaan Kartoharjo Tahun 2023-2043;

Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang
Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

Nomor 5547);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,
Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten,
Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
330);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021
Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan
Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata
Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021
Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria
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Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

14. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022
tentang Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka
Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 679);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
KARTOHARJO TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan

2. Bupati adalah Bupati Magetan

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Daerah
Kabupaten Magetan

4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana
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10.

11.

12.

13.

14.

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem  proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata
ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana
tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata
Ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang
wilayah Kabupaten Magetan.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang Kawasan Perencanaan Kartoharjo yang
dilengkapi dengan peraturan zonasi.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang
selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang
bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan
untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan
bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok
ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana

umum dan panduan rancangan, rencana investasi,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman
pengendalian pelaksanaan pengembangan
lingkungan /kawasan.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Struktur Ruang adalah susunan  pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana
yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi
budi daya.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif
dan/atau aspek fungsional.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP
adalah bagian dari Kabupaten Magetan sesuai dengan
arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW
Kabupaten Magetan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat
SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan
batasan fisik dan meliputi beberapa Blok.

Blok atau Blok peruntukan yang selanjutnya disebut
Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti
jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran
udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang
belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana
jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan
rencana kota berdasarkan perbedaan Sub-zona.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi

dan karakteristik spesifik.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki
fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan
pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona
yang bersangkutan.

Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan
pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau
administrasi yang melayani seluruh wilayah kota
dan/atau regional.

Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau
administrasi yang melayani sub wilayah kota.

Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat
pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi
lingkungan permukiman yang melayani wilayah
lingkungan permukiman kota.

Pusat Lingkungan Kelurahan/ Desa merupakan pusat
pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada
lingkungan permukiman kelurahan/desa.

Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang
menghubungkan secara berdaya guna antara pusat
kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal,
antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat
kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan
secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan
pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah
dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan
lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan
lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang
menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam
kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan
kawasan perdesaan.

Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian
sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang

penggunanya diwajibkan membayar tol.



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38

39.

40.

41

Halte adalah Tempat pemberhentian kendaraan
bermotor umum untuk menaikkan dan
menurunkan penumpang.

Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan
air dan/atau di atas permukaan tanah.

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur
kereta api antarkota yang melintasi wilayah
kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang
dan/atau barang.

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah Saluran
tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang
(konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV
sampai dengan 230 kV.

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah
Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat
telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah
35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah
Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat
(penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai
dengan 1000 volt sesuai standar di bidang

ketenagalistrikan.

.Jaringan Serat Optik adalah Jaringan telekomunikasi

utama yang berbasis serat optik, menghubungkan
antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya
yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga
terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah
laut telekomunikasi.

Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah
Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat
automatisasi sambungan telepon.

Jaringan Irigasi Primer adalah Bagian dari jaringan
irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran
induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan
bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan
bangunan pelengkapnya.

.Jaringan Irigasi Sekunder adalah Bagian dari jaringan

irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

S1.

pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-
sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan irigasi yang
berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam
petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran
kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks
kuarter, serta bangunan pelengkapnya.

Prasarana Irigasi adalah Bagunan irigasi yang berfungsi
untuk mengambil air dari sumber air.

Jaringan Distribusi Pembagi adalah Pipa yang
digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan
penampungan sampai unit pelayanan.

Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
adalah Jaringan prasarana yang digunakan dalam
serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non
domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah Tempat
sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah
terpadu.

Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk
menampung air dari saluran drainase tersier dan
membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
Jaringan Drainase Tersier adalah Jaringan untuk
menerima air dari saluran penangkap dan
menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalur yang
menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang
menghubungkan TES dengan TEA.

Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul
sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai
tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam
geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi
bencana.

Jalur Sepeda adalah Bagian jalur yang memanjang,
dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar

cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.



52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Jaringan Pejalan Kaki adalah Ruas pejalan kaki, baik
yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang
diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan
kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan
dan/atau fasilitas pergantian moda.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama  melindungi  kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.

Zona Badan Air dengan kode BA adalah Air permukaan
bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan
sebagainya.

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah
daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan
lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam
tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan
mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat
menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata
air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan
pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk
didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang
berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain
sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau,
embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang
memiliki fungsi perlindungan setempat.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah
area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah
maupun yang sengaja ditanam, dengan
mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air,
ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar
kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.

Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan

yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan
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59.

60.

ol.

62.

63.

64.

65.

lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu
jalan.

Zona Pertanian dengan kode P adalah kawasan yang
dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan
peternakan.

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI
adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi
kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan
ruang yang meliputi kelompok rumah tinggal yang
mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat
yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk
menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan,
kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan
rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan
yang ditetapkan dalam RTRW.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan
kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja,
tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi,
serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan
ruang yang difungsikan untuk pengembangan
pemerintahan bekerja/berusaha, dilengkapi dengan
fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK
adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
kawasan budi daya yang dikembangkan untuk
menjamin kegiatan dan pengembangan bidang
pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan
dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam,

korem, koramil, dan sebagainya.
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06.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3
adalah taman yang ditujukan untuk melayani
penduduk satu kecamatan.

Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah
taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu
kelurahan.

Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah
penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama
sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga
dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat
pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim
mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial
masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai
sumber pendapatan.

Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah Jalur
penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya
yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA)
maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA),
Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen
lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya
berwarna hijau.

Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah
Peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang
surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta
lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan
pengembangan tanaman pangan.

Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode
R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian
dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat
tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir
seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas
lahan.

Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode
R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian
dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat
tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil

antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2
adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk
melayani penduduk skala kecamatan.

Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3
adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk
melayani penduduk skala kelurahan.

Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah
Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani
penduduk skala RW.

Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan
kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk
pengembangan  kelompok  kegiatan  perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha,
tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan
kota.

Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode
K-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk
pengembangan  kelompok  kegiatan  perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha,
tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan
WP.

Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disingkat PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang
mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan
ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap
blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam
rencana detail tata ruang.

Koefisien Dasar Bangunan Maksimum yang selanjutnya
disingkat KDB Maksimum adalah koefisien
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan
gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum
ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat
pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan
jenis penggunaan lahan.

Koefisien Lantai Bangunan Minimum dan Maksimum
yang selanjutnya disingkat KLB Minimum dan
Maksimum adalah koefisien perbandingan antara luas

seluruh  lantai bangunan gedung dan luas
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

persil/kavling. KLB minimum dan maksimum
ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan,
ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak
atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta
ekonomi, sosial dan pembiayaan.

Koefisien Dasar Hijau Minimal yang selanjutnya
disingkat KDH Minimal adalah angka prosentase
perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di
luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi
pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan
diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH
minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat
pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.
Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat
KTB adalah angka prosentasi luas tapak bangunan
yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan
dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan
atau lahan perencanaan yang dikuasai.

Luas Kavling Minimum adalah pengaturan luasan
untuk zona perumahan yang disepakati oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor
pertanahan setempat.

Ketinggian bangunan maksimum yang selanjutnya
disingkat TB maksimum adalah tinggi maksimum
bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu
dan diukur dari jarak maksimum puncak atap
bangunan  terhadap (permukaan) tanah  yang
dinyatakan dalam satuan meter.

Garis sempadan bangunan minimum yang selanjutnya
disingkat GSB minimum adalah jarak minimum antara
garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB
ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan,
resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan
estetika.

Jarak bebas antar bangunan minimal yang harus

memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang

14



ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian

bangunan.

87.Jarak bebas samping minimum yang selanjutnya

disingkat JBS minimum adalah jarak minimum antara
batas petak samping terhadap dinding bangunan
terdekat.

88.Jarak bebas belakang minimum yang selanjutnya

89.

disingkat JBB minimum adalah jarak minimum antara
garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan
terbelakang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan

Ruang dengan rencana tata ruang.

90. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok

91

orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,
dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain
dalam penyelenggaran Penataan Ruang.

. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat
dan daerah yang Dbertugas untuk membantu
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan

Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 2

RDTR berfungsi sebagai:

a.

Kendali mutu Pemanfaatan Ruang daerah berdasarkan
RTRW;

. Acuan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang lebih rinci

dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam
RTRW;

. Acuan bagi kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

d. Acuan bagi penerbitan KKPR; dan

. Acuan dalam penyusunan RTBL
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BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
meliputi:

a. Delineasi WP;

b. Tujuan Penataan WP;

c. Rencana Struktur Ruang;

d. Rencana Pola Ruang;

e. Ketentuan Pemanfaatan Ruang;

f. Peraturan Zonasi; dan

g. Kelembagaan.

Bagian Kedua

Delineasi Wilayah Perencanaan

Pasal 4

(1) Delineasi Wilayah Perencanaan Kartoharjo sebagaimana

dimaksud pada Pasal 3 huruf a, berdasarkan aspek fisik

dengan luas 2.541,99 (dua ribu lima ratus empat puluh

satu koma sembilan sembilan) hektare beserta ruang

udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

(2) Batas-batas Wilayah Perencanaan Kartoharjo meliputi:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi;

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan

Barat;

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten

Madiun; dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan

Karangrejo dan Kabupaten Ngawi.

(3) Wilayah Perencanaan Kartoharjo sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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a. Desa Klurahan dengan seluas 109,48 (seratus
sembilan koma empat delapan) hektare;

b. Desa Pencol dengan seluas 149,03 (seratus empat
puluh sembilan koma nol tiga) hektare;

c. Desa Sukowidi dengan seluas 330,46 (tiga ratus tiga
puluh koma empat enam) hektare;

d. Desa Kartoharjo dengan seluas 329,39 (tiga ratus
dua puluh sembilan koma tiga sembilan) hektare;

e. Desa Ngelang dengan seluas 265,08 (dua ratus
enam puluh lima koma nol delapan) hektare;

f. Desa Jajar dengan seluas 259,65 (dua ratus lima
puluh sembilan koma enam lima) hektare;

g. Desa Gunungan dengan seluas 201,16 (dua ratus
satu koma satu enam) hektare;

h. Desa Karangmojo dengan seluas 225,42 (dua ratus
dua puluh lima koma empat dua) hektare;

i. Desa Mrahu dengan seluas 168,65 (seratus enam
puluh delapan koma enam lima) hektare;

j- Desa Bayemtaman dengan seluas 174,49 (seratus
tujuh puluh empat koma empat sembilan) hektare;

k. Desa Bayemwetan dengan seluas 207,19 (dua ratus
tujuh koma satu sembilan) hektare;

l. Desa Jeruk dengan seluas 122,00 (seratus dua
puluh dua koma nol nol) hektare;

(4) Wilayah Perencanaan Kartoharjo sebagaimana
dimaksud ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Wilayah
Perencanaan meliputi:

a. Sub Wilayah Perencanaan A seluas 550,32 (lima
ratus lima puluh koma tiga dua) hektare, terdiri
atas:

1. Blok A.1 Desa Bayemtaman seluas 174,49
(seratus tujuh puluh empat koma empat
sembilan) hektare;

2. Blok A.2 Desa Bayemwetan seluas 207,19 (dua
ratus tujuh koma satu sembilan) hektare; dan

3. Blok A.3 Desa Mrahu seluas 168,65 (seratus

enam puluh delapan koma enam lima) hektare.
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b. Sub Wilayah Perencanan B seluas 548,58 (lima
ratus empat puluh delapan koma lima delapan)
hektare, terdiri atas:

1. Blok B.1 Desa Jeruk dan Desa Karangmojo
seluas 347,42 (tiga ratus empat puluh tujuh
koma empat dua) hektare; dan

2. Blok B.2 Desa Gunungan seluas 201,16 (dua
ratus satu koma satu enam) hektare.

c. Sub Wilayah Perencanaan C seluas 1.443,08 (seribu
empat ratus empat puluh tiga koma nol delapan)
hektare, terdiri atas:

1. Blok C.1 Desa Jajar dan Desa Ngelang seluas
524,73 (lima ratus dua puluh empat koma tujuh
tiga) hektare;

2. Blok C.2 Desa Kartoharjo, Desa Ngelang dan
Desa Sukowidi seluas 659,85 (enam ratus lima
puluh Sembilan koma delapan lima) hektare;
dan

3. Blok C.3 Desa Klurahan dan Desa Pencol seluas
258,51 (dua ratus lima puluh delapan koma
lima satu) hektare.

(5) Pembagian Sub WP dan Blok pada masing-masing WP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 dan tercantum dalam
Lampiran I merupakan satu kesatuan dan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 5

(1) Tujuan penataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
huruf b, yaitu mewujudkan Wilayah Perencanaan
Kartoharjo adalah sebagai Kawasan Industri Agribisnis
Didukung dengan Infrastruktur yang Terintegrasi dan

Berkelanjutan.
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(2) Tyjuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

diwujudkan kedalam masing-masing Sub WP, yang

terdiri dari:

a.

Sub Wilayah Perencanaan A yang berfungsi
sebagai pusat kawasan peruntukan industri, pusat
perdagangan dan  jasa, pertanian, serta
permukiman;

Sub Wilayah Perencanaan B yang berfungsi
sebagai pusat sentra industri kecil dan menengah,
pertanian, dan permukiman; dan

Sub Wilayah Perencanaan C yang berfungsi
sebagai pusat WP, pusat pemerintahan,
perdagangan dan jasa, sentra industri kecil dan
menengah, permukiman, dan pelayanan fasilitas

umuim.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Rencana struktur ruang WP Kartoharjo sebagaimana

dimaksud pada Pasal 3 huruf ¢, meliputi:

a.

=

o N B oS

rencana pengembangan pusat pelayanan;

rencana jaringan transportasi; dan

rencana jaringan energi;

rencana jaringan telekomunikasi;

rencana jaringan sumber daya air;

rencana jaringan air minum,;

rencana pengelolaan pengelolaan air limbah dan
pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3);

rencana jaringan persampahan;

rencana jaringan drainase; dan

rencana jaringan prasarana lainnya.
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(2)

(1)

(2)

(3)

Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

Rencana pengembangan pusat pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
a, terdiri atas:

a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;

b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
dan

c. pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa.

Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu

berada pada Desa Kartoharjo yang terdapat di SWP C

dengan Blok C.2 dengan fungsi sebagai pusat

pemerintahan, perdagangan dan jasa, sentra industri
kecil dan menengah, permukiman, dan pelayanan
fasilitas umum.

Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

terdapat pada:

a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
yaitu berada pada Desa Bayemtaman yang
terdapat di SWP A dengan Blok A.1 dengan fungsi
sebagai pusat kawasan peruntukan industri, pusat
perdagangan dan  jasa, pertanian, serta
permukiman; dan

b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
yaitu berada pada Desa Jeruk yang terdapat di
SWP B dengan Blok B.1 dengan fungsi sebagai
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(4)

()

(1)

(2)

pusat sentra industri kecil dan menengah,
pertanian, dan permukiman.

Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, terdiri atas:

a. Pusat Lingkungan Desa Mrahu yang terdapat di
SWP A dengan Blok A.3;

b. Pusat Lingkungan Desa Gunungan yang terdapat
di SWP B dengan Blok B.2;

c. Pusat Lingkungan Desa Jajar yang terdapat di
SWP C dengan Blok C.1; dan

d. Pusat Lingkungan Desa Pencol yang terdapat di
SWP C dengan Blok C.3.

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri

dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 8
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. jalan kolektor primer;

o

jalan lokal primer;

c. jalan lingkungan primer;

d. jalan tol;

e. jembatan;

f. halte; dan

g. jaringan jalur kereta api.

Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, meliputi ruas:

a. Bts. Kota Ngawi — Bts. Kab. Magetan melintasi
SWP A; dan

b. Bts. Kab. Ngawi — Maospati melintasi pada SWP A;
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(3)

(4)

Jalan Karangmojo — Bayemtaman melintasi SWP A
dan SWP B;

Jalan Karangmojo — Jeruk melintasi SWP B; dan
Jalan Karangmojo — Sukowidi melintasi SWP B dan

SWP C.

Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, meliputi ruas:

a.

o

o o

5@ o

[y
.

j-

Jalan Jonggrang-Mrahu melintasi SWP A;

Jalan Purwodadi-Bayemtaman melintasi SWP A;
Jalan Bangunsari-Gunungan melintasi SWP B;
Jalan Jajar-Ngelang melintasi SWP C;

Jalan Kartoharjo (Karasan)-Jajar melintasi SWP C;
Jalan Kartoharjo-Ngelang melintasi SWP C;

Jalan Kelurahan-Pencol melintasi SWP C;

. Jalan Panggung-Sukowidi melintasi SWP C;

Jalan Sukowidi-Pule (Bts. Kab. Madiun) melintasi
SWP C; dan

Jalan Tebon-Kertosono melintasi SWP C.

Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c meliputi ruas:

a.

o

2 o

o5 gt 0

—.

—
.

°© B B

Jalan Desa Bayemwetan melintasi SWP A;
Jalan Kulon Kalen melintasi SWP A dan SWP B;
Jalan Brangkulon melintasi SWP B;

Jalan Genengan SWP B;

Jalan Jolumut melintasi SWP B;

Jalan Karangmojo melintasi SWP B;

Jalan Makam melintasi SWP B;

. Jalan Muria melintasi SWP B;

Jalan Pandawa melintasi SWP B;

Jalan Protelon melintasi SWP B;

Jalan Gunungan Bangunsari melintasi SWP B dan
SWP C;

Jalan Kelurahan Barat melintasi SWP C;

.Jalan Kucing Hitam melintasi SWP C;

Jalan Kartoharjo-Gunungan melintasi SWP C; dan
Jalan lingkungan primer lainnya melintasi SWP A,
SWP B, dan SWP C.
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(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(1)

(2)

(3)

Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, yakni merupakan Jalan Tol Solo - Mantingan -
Ngawi melintasi pada SWP B dan SWP C.

Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e berada pada:

a. SWP A pada Blok A.1;

b. SWP B pada Blok B.1; dan

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3.

Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
berada pada

a. SWP A pada Blok A.1;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan

c. SWP C Blok C.2.

Jaringan jalur kereta api Solo - Madiun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g, melintasi pada SWP
A.

Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam
peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. Saluran udara tegangan tinggi (SUTT);

b. Saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan

c. Saluran udara tegangan rendah (SUTR).

Saluran wudara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV
Manisrejo — Ngawi sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf a, melintasi SWP C.

Saluran udara tegangan  menengah (SUTM)
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, melintasi

SWP A, SWP B dan SWP C.
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(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf c, melintasi SWP A, SWP B,
dan SWP C.

Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
a. Jaringan tetap; dan
b. Jaringan bergerak seluler.
Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, berupa jaringan serat optik yang melintasi
SWP A, SWP B dan SWP C; dan
Jaringan bergerak seluler, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, berupa menara BTS (base
transceiver station) terdapat pada:
a. SWP A pada Blok A.1; dan
b. SWP C pada Blok C.2.
Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam
peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
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(4)

(1)

(2)

(3)

a. Sistem jaringan irigasi; dan

b. Bangunan sumber daya air.

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi:

a. Jaringan irigasi primer melintasi SWP A, SWP B,
dan SWP C;

b. Jaringan irigasi sekunder melintasi pada SWP A,
SWP B dan SWP C; dan

c. Jaringan irigasi tersier melintasi pada SWP A,
SWP B dan SWP C.

Bangunan sumber daya air sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa prasarana

irigasi yang terdapat pada SWP C Blok C.1.

Rencana jaringan sumber daya air digambarkan

dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian

detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II.5, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 ayat (1) huruf f, berupa Unit distribusi.
Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah jaringan distribusi pembagi yang melintasi
SWP A, SWP B, dan SWP C.
Rencana jaringan air minum digambarkan dalam
peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
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(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 13

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf
h, berupa Sistem pengelolaan air limbah non
domestik.

Sistem pengelolaan air limbah non domestik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik
yang terdapat pada SWP A.

Rencana  jaringan pengelolaan air limbah
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

Rencana Jaringan Persampahan, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i, berupa
Tempat penampungan sampah sementara (TPS).
Tempat penampungan sampah sementara (TPS)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di
SWP A pada Blok A.3.

Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam
peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II.8, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Jaringan Drainase
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(4)

(1)

(2)

Pasal 15

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 ayat (1) huruf g, terdiri atas:

a. Jaringan drainase sekunder; dan

b. Jaringan drainase tersier.

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, melintasi SWP A, SWP B dan
SWP C.

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, melintasi SWP A, SWP B, dan
SWP C.

Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II.9, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf j, terdiri

atas:

a. Jalur evakuasi bencana;

b. Tempat evakuasi;

c. Jalur sepeda; dan

d. Jaringan pejalan kaki.

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a, melintasi ruas:

a. Bts. Kota Ngawi — Bts. Kab. Madiun melintasi
pada SWP A;

b. Bts. Kab. Ngawi — Maospati melintasi pada SWP
A;

c. Jalan Gunungan melintasi SWP B;

Jalan Soegijapranata melintasi SWP B;
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(3)

(4)

(5)

(6)

Jalan Panggung-Sukowidi SWP C;
Jalan Raya Karangmojo melintasi SWP B;

Jalan Karasan melintasi SWP B dan SWP C; dan

>Rt

. Jalur evakuasi bencana lainnya melintasi SWP
C.

Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara,

terdiri dari:

a. Lapangan SD Negeri Gunungan 1 pada SWP B
Blok B.2;

b. Lapangan SD Negeri Kartoharjo 1 pada SWP C
Blok C.2; dan

c. Lapangan Karangmojo pada SWP B Blok B.1.

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf ¢, melintasi ruas:

a. Jalan Karangmojo — Bayemtaman melintasi SWP
A dan SWP B;

b. Jalan Karangmojo — Jeruk melintasi SWP B;

c. Jalan Tebon — Karangmojo SWP B;

d. Jalan Karangmojo — Sukowidi SWP B dan SWP
C; dan

e. Jalan Tebon — Kartoharjo SWP C.

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf d, berada pada ruas:

a. Bts. Kota Ngawi - Bts. Kab. Madiun yang
melintasi pada SWP A;

b. Bts. Kab. Ngawi — Maospati yang melintasi pada
SWP A;

c. Jalan Gunungan yang melintasi SWP B;

d. Jalan Soegijapranata yang melintasi SWP B;

e. Jalan Raya Karangmojo yang melintasi SWP A
dan SWP B;

f. Jalan Karasan yang melintasi SWP B dan SWP
C; dan

g. Jaringan pejalan kaki lainnya melintasi SWP C.

Rencana jaringan evakuasi bencana digambarkan

dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian

detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
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tercantum dalam Lampiran II.10, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 huruf d meliputi:

a. Zona lindung; dan
b. Zona budidaya.

(2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 18

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. zona badan air dengan kode BA;

b. zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan

c. zona ruang terbuka hijau kota dengan kode RTH.

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 19
29



(1)

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, direncanakan seluas

17,59 (tujuh belas koma lima sembilan) hektare

meliputi:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas
3,11 (tiga koma satu satu) hektare;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 4,62
(empat koma enam dua) hektare; dan

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3

seluas 9,86 (sembilan koma delapan enam) hektare.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

Zona perlindungan setempat dengan kode PS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b seluas

5,37 (lima koma tiga tujuh) meliputi:

a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3 seluas 0,46 (nol koma
empat enam) hektare;

b. SWP B Blok B.1 seluas 0,34 (nol koma tiga empat)
hektare; dan

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 seluas 4,57

(empat koma lima tujuh) hektare.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 21

Zona ruang terbuka hijau kota dengan kode RTH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b
direncanakan seluas 58,33 (lima puluh delapan koma
tiga tiga) hektare, terdiri atas:

a. sub-zona taman kecamatan (RTH-3);

b. sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
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(2)

(3)

(4)

()

c. sub-zona pemakaman (RTH-7); dan

d. sub-zona jalur hijau (RTH-8).

Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

direncanakan seluas 13,16 (tiga belas koma satu enam)

hektare, meliputi:

a. SWP A Blok A.3 seluas 7,13 (tujuh koma satu tiga)
hektare;

b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 3,31 (tiga
koma tiga satu) hektare; dan

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 2,72
(dua koma tujuh dua) hektare.

Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

direncanakan seluas 0,01 ha (nol koma nol satu)

hektare, berada pada SWP A Blok A.3.

Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

direncanakan seluas 8,23 ha (delapan koma dua tiga)

hektare, meliputi:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 0,49
(nol koma empat sembilan) hektare;

b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 3,21 (tiga
koma dua satu) hektare; dan

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 4,54
(empat koma lima empat) hektare.

Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan seluas

36,93 (tiga puluh enam koma sembilan tiga) hektare,

meliputi:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 5,96

(lima koma sembilan enam) hektare;

b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 12,12 (dua

belas koma satu dua) hektare; dan
c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas
18,85 (delapan belas koma delapan lima) hektare.

Bagian Ketiga
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Zona Budidaya
Pasal 22
Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1) huruf b, terdiri atas:

a. zona badan jalan dengan kode BJ;

=

zona pertanian dengan kode P;

zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;

oo

zona perumahan dengan kode R;
zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

zona perkantoran dengan kode KT; dan

oot

. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1

Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 huruf a, direncanakan seluas 41,84 (empat

puluh satu koma delapan empat) hektare, berada pada:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 6,46
(enam koma empat enam) hektare;

b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 seluas 12,48 (dua belas koma
empat delapan) hektare; dan

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 22,91

(dua puluh dua koma sembilan satu) hektare.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 24

Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud
dalam pasal 22 huruf b, terdiri atas sub-zona tanaman

pangan dengan kode P-1, direncanakan seluas 1.887,28
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(seribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma dua

delapan) hektare, berada pada:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas
390,22 (tiga ratus sembilan puluh koma dua dua)
hektare;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 387,06 (tiga
ratus delapan puluh tujuh koma nol enam) hektare; dan

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas

1.110,00 (seribu seratus sepuluh koma nol nol) hektare.

Paragraf 3

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 25

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c,
direncanakan seluas 0,45 (nol koma empat lima) hektare,
berada pada SWP A Blok A.1.

Paragraf 4

Zona Perumahan

Pasal 26

(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, direncanakan
dengan luas 452,86 (empat ratus lima puluh dua koma
delapan enam) hektare, terdiri dari:

a. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan
kode R-3; dan

b. Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-4.

(2) Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode
R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
direncanakan seluas 342,38 (tiga ratus empat puluh

dua koma tiga delapan) hektare, berada pada:
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(3)

(1)

(2)

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas
107,22 (seratus tujuh koma dua dua) hektare;

b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 92,65
(sembilan puluh dua koma enam lima) hektare; dan

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas
142,52 (seratus empat puluh dua koma lima dua)
hektare.

Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode

R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

direncanakan seluas 110,48 (seratus sepuluh koma

empat delapan) hektare, berada pada:

a. SWP A Blok A.2 seluas 8,19 (delapan koma satu
sembilan) hektare; dan

b. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3
seluas 102,29 (seratus dua koma dua sembilan)

hektare.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e,

direncanakan seluas 13,14 (tiga belas koma satu

empat) hektare, terdiri dari:

a. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan
dengan kode SPU-2;

b. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan
dengan kode SPU-3; dan

c. Sub-zona sarana pelayanan umum skala RW
dengan kode SPU-4.

Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan

dengan kode

SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

seluas 2,90 (dua koma sembilan nol) hektare, berada

pada:
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(3)

(4)

(1)

(2)

a. SWP B Blok B.2 seluas 0,00 (nol koma nol nol)
hektare; dan

b. SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 2,90 (dua koma
sembilan nol) hektare.

Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan

dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, seluas 10,20 (sepuluh koma dua nol)

hektare, berada pada:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas
1,83 (satu koma delapan tiga) hektare;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 3,78 (tiga
koma tujuh delapan) hektare; dan

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3
seluas 4,59 (empat koma lima sembilan) hektare.

Sub-zona sarana pelayanan umum skala RW dengan

kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c, seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektare, berada

pada:

a. SWP B pada Blok B.1 seluas 0,01 (nol koma nol
satu) hektare; dan

b. SWP C pada Blok C.3 seluas 0,03 (nol koma nol
tiga) hektare.

Paragraf 6

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f,

direncanakan seluas 63,31 (enam puluh tiga koma tiga

satu) hektare, terdiri dari:

a. sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan
kode K-1; dan

b. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan
kode K-2.

Sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode

K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

direncanakan seluas 9,92 (sembilan koma sembilan

dua) hektare, berada:
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a. SWP A Blok A.1 seluas 8,40 (delapan koma empat
nol) hektare; dan

b. SWP C Blok C.2 seluas 1,53 (satu koma lima tiga)
hektare.

(3) Sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode
K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
direncanakan seluas 53,39 (lima puluh tiga koma tiga
sembilan) hektare, berada pada:

a. SWP A pada Blok A.3 seluas 10,26 (sepuluh koma
dua enam) hektare;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 28,73
(dua puluh delapan koma tujuh tiga) hektare; dan

c. SWP C pada Blok C.1 dan C.2 seluas 14,39 (empat

belas koma tiga sembilan) hektare.

Paragraf 7

Zona Perkantoran

Pasal 29

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 huruf g, direncanakan seluas 1,78 (satu

koma tujuh delapan) hektare, berada pada:

a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3 seluas 0,14 (nol koma
satu empat) hektare; dan

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 0,29 (nol
koma dua sembilan) hektare; dan

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas

1,36 (satu koma tiga enam) hektare.

Paragraf 8

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 30

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, berada di
SWP C pada Blok C.2 seluas 0,04 (nol koma nol empat)
hektare.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf e merupakan acuan untuk
mewujudkan rencana struktur ruang, dan rencana pola
ruang.

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang (KKPR); dan

b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 32

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang pada WP Kartoharjo sebagaimana
dimaskud pada pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 33

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi:
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

o

indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;

o

lokasi;

o

sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan

e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. program perwujudan rencana struktur ruang di
WP; dan

b. program perwujudan rencana pola ruang di WP.

Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan

dilaksanaan di Blok dalam SWP.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
(APBN);

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Jawa Timur;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Magetan;

d. swasta;

e. masyarakat; dan/atau
sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d terdiri atas:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Provinsi;

c. Pemerintah Kabupaten;

d. Masyarakat; dan/atau

e. Swasta.

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada

ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, meliputi:

a. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-1

pada periode tahun 2023 - 2024;
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(7)

(8)

(1)

b. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-2
pada periode tahun 2025 - 2029;

c. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-3
pada periode tahun 2030 - 2034;

d. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-4
pada periode tahun 2035 - 2039; dan

e. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-5
pada periode tahun 2040 — 2043; dan

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi

instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas

pembangunan pada Wilayah Perencanaan Kartoharjo.

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi

program utama S (lima) tahunan tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf f berfungsi sebagai:

a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan
ruang;

b. Acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya
pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang
di bawah tanah;

c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
Rujukan teknis dalam pengembangan atau
pemanfaatan lahan; dan

e. Penetapan lokasi investasi.
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(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. Aturan Dasar (Materi Wajib); dan
b. Teknik Pengaturan Zonasi.
Aturan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.
Aturan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a mengatur zona yang terdiri dari:
a. zona lindung; dan
b. zona budi daya.
Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a, terdiri atas:
a. zona badan air dengan kode BA.
b. zona perlindungan setempat dengan kode PS.
c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH terdiri
atas:
1) sub-zona taman kecamatan (RTH-3);
2) sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
3) sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
4) sub-zona jalur hijau (RTH-8).
Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b, terdiri atas:
a. zona badan jalan dengan kode BJ;
b. zona pertanian dengan kode P, berupa sub-zona
tanaman pangan dengan kode P-1;
c. zona peruntukan industri dengan kode KPI;
zona perumahan dengan kode R terdiri dari:
1) sub-zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3; dan
2) sub-zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4.
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(7)

(1)

(2)

e. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
terdiri dari:
1) sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2;
2) sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3; dan
3) sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
f. zona perdagangan dan jasa dengan kode K terdiri
atas:
1) sub-zona perdagangan dan jasa skala kota
dengan kode K-1; dan
2) sub-zona perdagangan dan jasa skala WP
dengan kode K-2.
g. zona perkantoran dengan kode KT; dan
h. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimasud pada
ayat (2) huruf b, merupakan aturan yang memberikan
fleksibilitas penetapan aturan dasar/muatan wajib
serta memberi pilihan penanganan pada lokasi

tertentu.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 35

Ketentuan  kegiatan dan  penggunaan  lahan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) huruf
a, terdiri atas:

a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;

b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;

c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan

d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.

Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a yaitu Diizinkan secara langsung kecuali
terdapat ketentuan perundang-undangan lainnya yang
berlaku
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(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, meliputi:

a. Kegiatan Terbatas 1 atau disingkat T1, dibatasi
pada tiap zona/sub zona maksimal 40% dari luas
kavling;

b. Kegiatan Terbatas 2 atau disingkat T2, kegiatan
dibatasi waktu operasional menyesuaikan dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

c. Kegiatan Terbatas 3 atau disingkat T3, kegiatan
dibatasi pada radius tertentu sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku;

d. Kegiatan Terbatas 4 atau disingkat T4, kegaitan
dibatasi untuk skala kegiatan kecil dan menengah;
dan

e. Kegiatan Terbatas 5 atau disingkat TS, kegiatan
dibatasi untuk fasilitas umum dan kegiatan sosial.

Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat 1

huruf c, meliputi:

a. Kegiatan Bersyarat 1, kegiatan bersyarat dengan
syarat wajib melengkapi dokumen lingkungan;

b. Kegiatan Bersyarat 2, kegiatan dengan syarat wajib
melengkapi dokumen persetujuan terkait dampak
lalu lintas; dan

c. Kegiatan Bersyarat 3, kegiatan dengan syarat wajib
melengkapi rekomendasi teknis dari instansi
terkait.

Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d yaitu Tidak Diizinkan secara langsung kecuali

terdapat ketentuan perundang-undangan lainnya yang
berlaku

Ketentuan  kegiatan dan  penggunaan  lahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk

matriks ITBX.

Ketentuan  kegiatan dan  penggunaan  ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari peraturan bupati ini.
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(8)

(1)

(2)

(3)

Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam
ketentuan  kegiatan dan  penggunaan lahan
sebagaimana dimaksud pada Lampiran V, Bupati
menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah
mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan

Ruang Kabupaten Magetan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 36

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf
b, terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum,;

c. Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimum;

d. Koefisien Tapak Basement; dan

e. Luas Kaveling Minimum pada zona perumahan.

Luas Kaveling Minimum sebagaimana disebutkan

dalam ayat (1) huruf e, berada pada zona

permukiman yang teridiri dari:

a. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan
kode R-3, memiliki kaveling minimum seluas 72
m?; dan

b. Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-4, memiliki kaveling minimum seluas 90
m?2.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan
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Pasal 37

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. Ketinggian bangunan (TB) maksimum;
b. Garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
c. Jarak bebas antar bangunan minimal; dan
d. Jarak bebas samping dan jarak bebas minimum.
(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 38

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
huruf d, terdiri atas:

a. jaringan pejalan kaki;

b. ruang terbuka hijau;

c. prasarana lingkungan;
d. utilitas perkotaan;

e. fasilitas pendukung; dan
f. saluran irigasi teknis.

(2) Ketentuan  prasarana dan sarana minimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus
Pasal 39

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (2) huruf e, merupakan aturan
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(2)

(3)

tambahan yang ditampilkan karena adanya hal-hal

khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena

belum diatur pada zona/sub-zona, meliputi:

a.

b.
C.
d.

€.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP);

Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
Kawasan rawan bencana;

Kawasan sempadan; dan

Tempat evakuasi bencana.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

seluas 2.455,35 (dua ribu empat ratus lima puluh

lima koma tiga lima) hektare meliputi:

a.

Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas
Landas berada pada SWP A Blok A.1 dan A.2
seluas 164,79 (seratus enam puluh empat koma
tujuh sembilan) hektare.

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar
seluas 2.290,83 (dua ribu dua ratus sembilan
puluh koma delapan tiga) hektare berada pada:

i. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3 seluas 365,93
(tiga ratus enam puluh lima koma sembilan
tiga) hektare;

ii. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 523,57 (lima
ratus dua puluh tiga koma lima tujuh)

hektare; dan

iii. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3 seluas

1.401,33 (seribu empat ratus satu koma tiga

tiga) hektare.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b

seluas 1.013,46 (seribu tiga belas koma nol empat

enam) hektare berada pada:

a.

SWP A Blok A.1, A.2, dan A.3 seluas 225,45 (dua
ratus dua puluh lima koma empat lima) hektare;
SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 195,10 (seratus
sembilan puluh lima koma satu nol) hektare;

dan

45



(4)

c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 592,92
(lima ratus sembilan puluh dua koma sembilan
dua) hektare.

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf c seluas 2.455,61 (dua ribu

empat ratus lima puluh lima koma enam satu)
hektare meliputi:

a. Kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang
dan likuefaksi tingkat sedang seluas 4,45 (empat
koma empat lima) hektare berada pada:

i. SWP A Blok A.1 dan A.2 seluas 1,30 (satu
koma tiga nol) hektare;

ii. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 2,48 (dua
koma empat delapan) hektare; dan

iii. SWP C Blok C.2 seluas 0,67 (nol koma enam
tujuh) hektare.

b. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat
Sedang, Likuefaksi Tingkat Sedang seluas 6,82
(enam koma delapan dua) hektare berada pada
SWP A Blok A.2.

c. Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat
sedang banjir tingkat sedang dan likuefaksi
tingkat sedang seluas 1.796,95 (seribu tujuh
ratus sembilan puluh enam koma sembilan
lima) hektare berada pada:

1) SWP A Blok A.1, A.2, dan A.3 seluas 485,40
(empat ratus delapan puluh lima koma
empat puluh) hektare;

2) SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 339,28 (tiga
ratus tiga puluh sembilan koma dua
delapan) hektare; dan

3) SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 972,26
(sembilan ratus tujuh puluh dua koma dua
enam) hektare.

d. Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat
sedang, banjir tingkat tinggi dan likuefaksi
tingkat sedang seluas 608,17 (enam ratus

delapan koma satu tujuh) hektare berada pada:
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(6)

1) SWP A Blok A.2 dan A.3 seluas 35,92 (tiga

puluh lima koma sembilan dua) hektare;

2) SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 171,69

(seratus tujuh puluh satu koma enam

sembilan) hektare; dan

3) SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 400,56

(empat ratus koma lima enam) hektare.
Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat
tinggi, banjir tingkat sedang dan likuefaksi
tingkat sedang seluas 0,40 (nol koma empat
nol) hektare berada pada SWP B Blok B.1
Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat
tinggi, banjir tingkat tinggi dan likuefaksi
tingkat sedang seluas 0,27 (nol koma dua
tujuh) hektare berada pada SWP B Blok B.1
Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat
sedang seluas 38,56 (tiga puluh delapan koma
lima enam) hektare berada pada:

1) SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3 seluas 1,27
(satu koma dua tujuh) hektare;

2) SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 9,44
(sembilan koma empat empat) hektare; dan

3) SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 27,84 (dua
puluh tujuh koma delapan empat) hektare.

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf e seluas 3,15 (tiga koma satu

lima) hektare, berada pada:

a.

SWP B Blok B.1, B.2 seluas 2,38 (dua koma tiga
delapan) hektare; dan

SWP C Blok C.2 seluas 0,77 (nol koma tujuh
tujuh) hektare.

Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf d seluas 59,31 (lima puluh sembilan

koma tiga satu) hektare berada pada:

a.

Kawasan sempadan sungai seluas 50,46 (lima

puluh koma empat enam) hektare berada pada:

1) SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3 seluas 5,97

(lima koma sembilan tujuh) hektare;
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(7)

(1)

(2)

(3)

2) SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 13,88 (tiga
belas koma delapan delapan) hektare; dan

3) SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 30,60
(tiga puluh koma enam nol) hektare.

b. Kawasan sempadan ketenagalistrikan seluas
8,85 (delapan koma delapan lima) hektare
berada pada SWP C Blok C.1 dan C.2.

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) untuk  pengaturan ruang dan

penggambaran dalam peta dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 40

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (2) huruf {, terdiri atas:

a. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak
sesuai dengan peraturan zonasi; dan

b. Pemberian insentif dan disinsentif.

Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

perangkat untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang
sesuai dengan RDTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar
sejalan dengan RDTR; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku
kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang
yang sejalan dengan RDTR.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai
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(4)

()

(6)

(7)

(8)

(9)

dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap

dikendalikan pengembangannya.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau

memberikan batasan terhadap kegiatan

Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR

dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan

daya tampung lingkungan.

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap

menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepadah

Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.

Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam

bentuk:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
dan

c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau

d. penghargaan.

Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

b. pemberian kompensasi;

c. subsidi;

d. imbalan;

e. sewa ruang;

f. urun saham;

g. penyediaan prasarana dan sarana;

h. fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang (KKPR);
i. penghargaan; dan/atau
j- publikasi atau promosi.
Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam
bentuk:
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(10)

(11)

(1)

(2)

(3)

a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;

b. pengenaan kompensasi; dan/atau

c. penalti.

Disinsentif @ kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam

bentuk:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
atau

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan

Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 41

Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 34 ayat 7 berupa teknik pengaturan
zonasi lainnya dengan kode m.
Teknik pengaturan zonasi lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa Lahan Sawah yang
Dilindungi yang perlu rekomendasi dari Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional c.q. Direktur Jenderal Pengendalian dan
Penertiban Tanah dan Ruang.
Teknik pengaturan zonasi lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) seluas 1.736,70 (seribu
tujuh ratus tiga puluh enam koma tujuh nol)
hektare, terdiri atas:
a. Zona Badan Air seluas 1,39 (satu koma tiga
sembilan) hektare, berada pada:
i. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.3 seluas 0,09
(nol koma nol sembilan) hektare;
ii. SWP B Blok B.1 seluas 0,08 (nol koma nol
delapan) hektare; dan
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iii. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 1,22
(satu koma dua dua) hektare.

. Zona Perlindungan Setempat seluas 0,01 (nol

koma nol satu) hektare, berada pada SWP C

Blok C.3

. Zona Badan Jalan seluas 3,02 (tiga koma nol

dua) hektare, berada pada:

i. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.3 seluas 0,52
(nol koma lima dua) hektare;

ii. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 0,63 (nol
koma enam tiga) hektare; dan

iii. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 1,87
(satu koma delapan tujuh) hektare.

. Zona Perkantoran seluas 0,03 (nol koma nol
tiga) hektare, berada pada SWP B Blok B.1 dan
B.2.

. Sub Pemakaman seluas 0,96 (nol koma
sembilan enam) hektare, berada pada:

i. SWP B Blok B.1 seluas 0,03 (nol koma nol
tiga) hektare; dan

ii. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 0,93
(nol koma sembilan tiga) hektare.

Sub Zona Tanaman Pangan seluas 1.724,21
(seribu tujuh ratus dua puluh empat koma dua
satu) hektare, berada pada:

i. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.3 seluas 358,07
(tiga ratus lima puluh delapan koma nol
tujuh) hektare;

ii. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 231,79 (dua
ratus tiga puluh satu koma tujuh sembilan)
hektare; dan

iii. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas
1.005,89 (seribu lima koma delapan

sembilan) hektare.

g. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang seluas

2,47 (dua koma empat tujuh) hektare, berada
pada:
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(4)

i. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.3 seluas 0,14
(nol koma satu empat) hektare;
ii. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 0,41 (nol
koma empat satu) hektare; dan
iii. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 1,92

(satu koma Sembilan dua) hektare.

. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah seluas

0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare;
i. SWP A Blok A.2 seluas 0,01 (nol koma nol
satu) hektare; dan
ii. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 0,78
(nol koma tujuh delapan) hektare.
Sub Zona SPU Skala Kecamatan seluas 0,24 (nol
koma dua empat) hektare, berada pada SWP C
Blok C.1 dan C.2.
Sub Zona SPU Skala Kelurahan seluas 1,14
(satu koma satu empat) hektare, berada pada:
i. SWP A Blok A.1 seluas 0,69 (nol koma enam
sembilan) hektare;
ii. SWP B Blok B.1 seluas 0,05 (nol koma nol
lima) hektare; dan
iii. SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 0,39 (nol

koma tiga sembilan) hektare.

. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektare, berada

pada SWP C Blok C.2.

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP

seluas 2,43 (dua koma empat tiga) hektare,

berada pada:

i. SWP A Blok A.3 seluas 0,27 (nol koma dua

tujuh) hektare;

ii. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 0,84 (nol
koma delapan empat) hektare; dan

iii. SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 1,32 (1 koma
tiga dua) hektare.

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud

ayat (1) tercantum pada Lampiran X yang
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 42

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang
secara partisipatif di Kabupaten Magetan, Bupati
dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam
rangka penyelenggaraan penataan ruang secara
partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan
Ruang.

Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertugas untuk memberikan
masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan
Penataan Ruang.

Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat
daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan
tokoh masyarakat.

Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas,
fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 43

Jangka waktu RDTR WP Kartoharjo Kabupaten
Magetan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat
ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis,
peninjauan kembali RDTR WP Kartoharjo
Kabupaten Magetan dapat dilakukan lebih dari 1

(satu) kali dalam setiap periode S (lima) tahunan.
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(3)

(4)

()

(6)

Perubahan lingkungan strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan;

b. Perubahan batas territorial negara yang
ditetapkan dengan undang-undang;

c. Perubahan batas daerah yang ditetapkan
dengan undang-undang; dan

d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat

strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan

Kembali Peraturan Bupati Magetan tentang RDTR

WP  Kartoharjo Kabupaten Magetan dapat

direkomendasikan oleh forum penataan ruang.

Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan

kriteria:

a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat
strategis dalam peraturan perundang-
undangan;

b. Rencana pembangunan dan pengembangan
objek vital nasional; dan/atau

c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota
di sekitarnya.

Peraturan Bupati Magetan tentang RDTR WP

Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2023 -

2043 dilengkapi dengan rencana dan album peta

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a.

izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap

berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
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b.

izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan

tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan

Bupati ini berlaku ketentuan:

1) untuk yang belum dilaksanakan
pembangunannya, izin terkait disesuaikan
dengan fungsi 2zona dalam RDTR yang
ditetapkan dalam peraturan bupati ini;

2) untuk yang sudah dilaksanakan
pembangunannya, pemanfaatan ruang
dilakukan sampai izin terkait habis masa
berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan
rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona
dalam RDTR yang ditetapkan dalam peraturan
bupati ini;

3) untuk yang sudah dilaksanakan
pembangunannya dan tidak memungkinkan
untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai
dengan fungsi 2zona dalam RDTR yang
ditetapkan dalam peraturan bupati ini atas izin
yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan
terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat
pembatalan izin tersebut dapat diberikan
penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

pemanfaatan ruang di yang diselenggarakan tanpa

izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan

pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan
ketentuan peraturan bupati ini, akan ditertibkan
dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa
berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti
melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan

pemanfaatan ruang.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023 NOMOR 43

- _\Pena’tfa.v ingkat I
NIP. 198#&319°201101 1 014
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LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI MAGETAN
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN

Lampiran II Peta Rencana Struktur Ruang
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Lampiran II.I Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
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Lampiran II.2 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi
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Lampiran II.3 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Energi
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Lampiran II.4 Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi
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Lampiran II.5 Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Koc.
Karangrejo

Kab. Ngawi

Kab. Magetan

Kab. Madiun

PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN IL5
PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
'WILAYAH PERENCANAAN KARTOHARJO 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U SKALA: 1:17.000

[l 045 03 1.5 Km
Proyeksi Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 §

Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

e .

Loy s T

)

KETERANGAN :

ukota Pemerintahan

STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

[

Pensean Koo Lorast

SUMBETR DA DAN RIVEAAT P17
1.Cin wer

14 View: pereiaman ‘ahun 2020-2021
b G) lahn 2072

78 sahun 20212022

2 Peta
5. Pengal

el in bukan eferensiresi. mengenai garis gars holas

Mengetahui
Pj. BUPATI MAGETAN

HERGUNADI




Lampiran II.6 Peta Rencana Jaringan Air Minum
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Lampiran
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Lampiran II.8 Peta Rencana Jaringan Persampahan
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Lampiran II.9 Peta Rencana Jaringan Drainase

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PROVINS| JAWA TIMUR

LAMPIRAN I1.8
PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR ... TAHUN 2023

RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KARTOHARJO 2023-2043

Kab. Ngawi

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Kab. Magetan

RENCANA JARINGAN DRAINASE
U SKALA: 1:17.000

[ 045 09 5.8Km

e e——
Proyeksi Universal Transverse Mercator
Sistem Grid Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal . Datum WGS 1984
Datum Vertikal Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

e M Crss Yo

% DATA AN RIGAYAT PETA
1 Chin Spol 87 Vel Vwm, parekarian hun 2020-202°
2 Poks sy bk Cad Bafan s Gocagsasl (BIG) hun 2022

3 Pengn s ia b 2074 2927
Costan
Wengerahul
P BUPATI MAGETAN
HERGUNADI

68




Lampiran

I1.10 Peta Rencana Jaringan Evakuasi Bencana
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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR
TANGGAL

: 43 TAHUN 2023
: 13 DESEMBER 2023

Lampiran III Peta Rencana Pola Ruang

Kab. Ngawi

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PROVINS| JAWA TIMUR

LAMPIRAN IX 1
PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KARTOHARJO 2023.2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERAS| PENERBANGAN (KKOP)

SKALA: 1:17.000
e o 1k

Universal Transverse Mercator
Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
1984

 Datum WGS.
@l : Geaid EGM 2008

DIAGRAN LOKAS|

ok i ks
Mergeian
Pi. GUPATI MAGETAN

HERGUNADI

70

;}igkat I

NIP. 198g63{9201101 1 014



LAMPIRAN 1V : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR :43 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 DESEMBER 2023

Tabel Indikasi Program

WAKTU PELAKSANAAN
PJM PJM | PJM | PJM
1 PJM 2 3 4 5
N N N N N
NO KEGIATAN LOKASI S S S S 8 SUMBER INSTANSI PELAKSANA
(X a ) a ) DANA
N N N N N
[=} [=} [=] o (=)
N N W (%] H
-h O H O (&)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Perwujudan Rencana Struktur Ruang
1 Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pengembangan Pusat Pelayanan
1.1 Kotf/ Kawasgan Perkotaan Y SWP C pada Blok C.2
1.2 Pengembangan Sub Pusat Pelayanan 1. SWP A pada Blok A.1 Pemerintah Daerah Kabupaten
) Kota/Kawasan Perkotaan 2. SWP B pada Blok B.1 APBD Magetan:
1. SWP A pada Blok A.3 1. Bappedalitbang
13 Pengembangan Pusat Pelayanan 2. SWP B pada Blok B.2 2. Dinas PUPR
’ Lingkungan Kelurahan/Desa 3. SWP C pada Blok C.1,
dan Blok C.3
2 Rencana Jaringan Transportasi
Jalan Kolektor Primer APBN Kementerian PUPR
Pemeliharaan jaringan transportasi
a. Bts. Kab. Ngawi — Maospati SWP A
0.1 b. Bts. Kota Ngawi — Bts. Kab. Madiun | SWP A
’ Pengembangan jaringan transportasi
a. Jalan Karangmojo — Bayemtaman SWP A dan SWP B
b. Jalan Karangmojo — Jeruk SWP B
c. Jalan Karangmojo — Sukowidi SWP B dan SWP C
Jalan Lokal Primer Pemerintah Daerah Kabupaten
9.9 Pemeliharaan jaringan transportasi APBD Magetan:
’ a. Jalan Jonggrang — Mrahu SWP A 1. Bappedalitbang
b. Jalan Purwodadi Bayemtaman SWP A 2. Dinas PUPR
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c. Jalan Bangunasri - Gunungan SWP B
d. Jalan Kartoharjo (Karasan) — Jajar SWP C
e. Jalan Kartoharjo — Ngelang SWP C
f. Jalan Kelurahan — Pencol SWP C
g. Jalan Panggung Sukowidi SWP C
h. Jalap Sukowidi — Pule (Bts. Kab. SWP C
Madiun)
i. Jalan Tebon - Kartoharjo SWP C
Jalan Lingkungan Primer
Pemeliharaan jaringan transportasi
a. Jalan Desa Bayemwetan SWP A
b. Jalan Kulon kalen SWP A dan SWP B
c. Jalan Brangkulon SWP B
d. Jalan Genengan SWP B
e. Jalan Jolumut SWP B .
f Jalan Karanemoio SWPB Pemerintah Daerah Kabupaten
£MO) Magetan:
2.3 g. Jalan Makam SWP B APBD 1. Bappedalitbang
h. Jalan Muria SWP B 2. Dinas PUPR
i. Jalan Pandawa SWP B
j.  Jalan Protelon SWP B
k. Jalan Gunungsari — Bangunsari SWP B dan SWP C
1. Jalan Kelurahan Barat SWP C
m. Jalan Kucing Hitam SWP C
n. Jalan Kartoharjo — Gunungan SWP C
o. Jalan lingkungan primer lainnya SWP A, SWP B, SWP C
Jaringan Jalan Tol
2.4 Pemeliharaan Jalan Tol Adpfrll\li{gg%D Kementerian PUPR
J1. Tol Ngawi - Kertosono SWP B dan SWP C
Rencana Jembatan SWP A Blok A1 llt/f;n:::rlﬁah Daerah Kabupaten
2.5 SWP B Blok B.1 APBD geran:

Pemeliharaan Jembatan

SWP C Blok C.1, Blok C.2
dan Blok C.3.

1. Bappedalitbang
2. Dinas PUPR
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Rencana Halte Pemerintah Daerah Kabupaten
2.6 SWP A Blok A.1 APBD Magetan:
’ Pembangunan Halte SWP B Blok B.1 dan B.2 1. Bappedalitbang
SWP C Blok C.2 2. Dinas PUPR
Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota
2.7 Pemeliharaan Jalur Kereta Api SWP A BUMN PT. KAI
Double Track Solo — Madiun
3 Rencana Jaringan Energi
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
3.1 Peme%lharaan SUTT 150 kV Manisrejo - SWP C
Ngawi
Saluran Udara Tegangan Menengah
(SUTM) .
3.2 1. Kementerian ESDM
Pemeliharaan SUTM EWP A, SWP B, dan SWP BUMN 2. PT.PLN
Saluran Udara Tegangan Rendah
33 (SUTR)
Pemeliharaan SUTR (S:WP A, SWP B dan SWP
4 Rencana Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Serat Optik
4.1 Pemeliharaan Jaringan Serat Optik ?:WP A, SWP B dan SWP
Menara Base Transceiver Station (BTS) BUMN PT. TELEKOMUNIKASI
4.2 Pemeliharaan Menara Base Transceiver 1. SWP A pada Blok A.1
Station (BTS) 2. SWP C pada Blok C.2
5 Rencana Jaringan Sumber Daya Air
5.1 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer SWP A, SWP B dan SWP Pemerintah Pusat:
’ g g C 1. Kementerian PUPR
5.2 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder ?:WP A, SWP B dan SWP 1:1;];1]\;’ 2. Kementerian Pertanian
5.3 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier SWP A, SWP B dan SWP

C

Pemerintah Kabupaten Magetan:
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5.4 Prasarana Irigasi 1. Dinas PUPR
) Pemeliharaan Prasarana Irigasi SWP C Blok C.1 2. Dinas Pertanian
6 Rencana Jaringan Air Minum
Jaringan Distribusi Pembagi Pemerintah Daerah Kabupaten
Magetan:
6.1 Pemeliharaan Jaringan Distribusi SWP A, SWP B dan SWP APBD 1. Bappedalitbang
Pembagi C 2. Dinas PUPR
7 Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Jaringan Sistem Pengelolaan Air Pemerintah Daerah Kabupaten
Limbah Non Domestik Magetan:
7.1 - : APBD .
Pembangunan Sistem Pengolahan Air SWP A Blok A.1 1. Bappedalitbang
Limbah (SPAL) Non Domestik ) 2. Dinas PUPR
8 Rencana Jaringan Persampahan
8.1 Tempat Penampungan Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten
Pembangunan Tempat Penampungan Magetan:
82 | Sementara (TPS) SWP A pada Blok A.3 APBD 1. Bappedalitbang
8.3 Pengembangan Tempat Penampungan SWP A, SWP B dan SWP 2. Dinas PUPR
) Sementara C 3. Dinas Lingkungan Hidup
9 Rencana Jaringan Drainase
Jaringan Drainase Sekunder
9.1 gzgfj:;iunan Jaringan Drainase EWP A, SWP B dan SWP Pemerintah Kabupaten Magetan:
- - - APBD 1. Dinas PUPR
Jaringan Drainase Tersier 2. Dinas Lingkunean Hidu
9.2 Pembangunan Jaringan Drainase SWP A, SWP B dan SWP ’ & g P
Tersier C
10 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Jalur Evakuasi Bencana .
p - Pemerintah Daerah Kabupaten
Pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana
10,1 |yang melintasi Ruas: APBD liflaégetan: dalith
’ 1. Bts. Kab. Ngawi — Maospati SWP A - pappedaitbang
- ; 2. Dinas PUPR
2. Bts. Kota Ngawi — Kab. Madiun SWP A
3. BPBD Kabupaten Magetan
3. Jl. Gunungan SWP B
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4. Jl. Raya Karangmojo SWP B
5. Jl. Soegijapranoto SWP B
6. Jl. Panggung — Sukowidi SWP C
7. Jl. Karasan SWP B dan SWP C
8. Jalur Evakuasi Bencana Lainnya SWP C
Tempat Evakuasi Sementara .
Pembangunan Tempat Evakuasi E{e;n::;rrllt.ah Daerah Kabupaten
10.2 Sementara: APBD 1 Bgappédalitbang
’ 1. Lapangan SD Negeri Gunungan 1 SWP B Blok B.2 R
p p 2. Dinas PUPR
2. Lapangan SD Negeri Kartoharjo 1 SWP C Blok C.2 3. BPBD Kabupaten Magetan
3. Lapangan Karangmojo SWP B Blok B.1
Jalur Sepeda
Pembangunan Jalur Sepeda yang
melintasi ruas: Pemerintah Daerah Kabupaten
10.3 1. Jl. Karangmojo — Bayemtaman SWP A dan SWP B APBD Magetan:
’ 2. Jl. Karangmojo — Jeruk SWP B 1. Bappedalitbang
3. JL. Tebon — Karangmojo SWP B 2. Dinas PUPR
4. J1. Karangmojo — Sukowidi SWP B dan SWP C
5. Jl. Tebon - Kartoharjo SWP C
Jaringan Pejalan Kaki
Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki
yang melintasi ruas:
1. Bts. Kab. Ngawi — Maospati SWP A Pemerintah Daerah Kabupaten
10.4 2. Bts. Kota Ngawi — Kab. Madiun SWP A APBD Magetan:
’ 3. J1. Raya Karangmojo SWP A dan SWP B 1. Bappedalitbang
4. Jl. Gunungan SWP B 2. Dinas PUPR
5. Jl. Soegijapranoto SWP B
6. J1. Karasan SWP B dan SWP C
7. Jaringan pejalan kaki lainnya SWP C
B | Perwujudan Rencana Pola Ruang
I Perwujudan Zona Lindung
1 Zona Badan Air
1.1 Penetapan Deliniasi Zona Badan Air | 1. SWP A pada Blok A.1, [ T 1T 1 APBD | Pemerintah Kabupaten Magetan:
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Blok A.2 dan Blok A.3 1. Bappeda
2. SWP B pada Blok B.1 2. Dinas PUPR
dan B.2 3. Dinas Pertanian
3. SWP C pada Blok C.1
Blok C.2 dan Blok C.3
élOSQN: 2A dpaar?aBlBo i? lf\é'l’ i’er}rgl;;i}r)letg: Kabupaten Magetan:
1.2 Pembangunan Tanggul Sungai i.arslgl:ZB pada Blok B.1 APBD 2. Dinas PUPR
3. SWP C pada Blok C.1 5 Dinas Pertanian
Blok C.2 dan Blok C.3 ’
1. SWP A pada Blok A.1,
Blok A.2 dan Blok A.3 Pemerintah Kabupaten Magetan:
13 Pengendalian pembangunan di sekitar 2. SWP B pada Blok B.1 APBD 1. Bappeda
’ Zona Badan Air dan B.2 2. Dinas PUPR
3. SWP C pada Blok C.1 3. Dinas Pertanian
Blok C.2 dan Blok C.3
2 Zona Perlindungan Setempat
1. SWP A pada Blok A.1,
dan Blok A.3;
2.1 Penetapan Zona Perlindungan Setempat 2. gglp B pada Blok B.1;
3. SWP C pada Blok C.1
Blok C.2 dan Blok C.3. Pemerintah Kabupaten Magetan:
1. SWP A pada Blok A.1, 1. Bappeda
dan Blok A.3; APBD 2. Dinas PUPR
2.0 Pembebasan Lahan Zona Perlindungan |2. SWP B pada Blok B.1; 3. Dinas Pertanian
’ Setempat dan 4. Dinas Perumahan Dan Kawasan
3. SWP C pada Blok C.1 Permukiman
Blok C.2 dan Blok C.3.
1. SWP A pada Blok A.1,
2.3 Pengendalian pembangunan di sekitar dan Blok A.3;
’ Zona Perlindungan Setempat 2. SWP B pada Blok B.1;
dan

76




WAKTU PELAKSANAAN

PJM PJM | PJM | PJM
1 PJM 2 3 4 5
N N N N N
NO KEGIATAN LOKASI 8 8 a 8 I SUMBER INSTANSI PELAKSANA
3] o =) o o DANA
N N N N N
[=] [=] o o o
N N (%] (%] P
£ '] » © (&)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. SWP C pada Blok C.1
Blok C.2 dan Blok C.3.
3 Zona Ruang Terbuka Hijau
. 1. SWP A pada Blok A.3 Pemerintah Kabupaten Magetan:
Penetapan, Penyediaan, dan 2. SWP B pada Blok B.1
3.1 Pengelolaan sub-zona Taman dan Blok B.2 APBD 1. ngpeda
Kecamatan ; 2. Dinas PUPR .
3. SWP C pada Blok C.1, 3. Dinas Lingkungan Hidup
Blok C.2, C.3
Penetapan, Penyediaan, dan }1’er]r31er1ntgh Kabupaten Magetan:
3.2 Pengelolaan sub-zona Taman SWP A pada Blok A.3 APBD - ~appeca
Kelurahan 2 Dmas P.UPR .
3. Dinas Lingkungan Hidup
1. SWP A pada Blok A.1,
Blok A.2 dan Blok A.3; . .
3.4 Penetapan, Penyediaan, dan 2. SWP B pada Blok B.1 APBD gzglszg:za hgiig?%%;;év{ aﬁgfrfzsn' ’
Pengelolaan sub-zona Pemakaman dan B.2; dan Lingkungan Hidup
3. SWP C pada Blok C.1
Blok C.2 dan Blok C.3.
1. SWP A pada Blok A.1,
Blok A.2 dan Blok A.3; Pemerintah Kabupaten Magetan:
35 Penetapan, Penyediaan, dan 2. SWP B pada Blok B.1 APBD 1. Bappeda
’ Pengelolaan sub-zona Jalur Hijau dan B.2; dan 2. Dinas PUPR
3. SWP C pada Blok C.1 3. Dinas Lingkungan Hidup
Blok C.2 dan Blok C.3.
Pemerintah Kabupaten Magetan:
36 Pemeliharaan Taman Zona Ruang SWP A, SWP B dan SWP APBD 1. Bappeda
’ Terbuka Hijau C 2. Dinas PUPR
3. Dinas Lingkungan Hidup
Pemerintah Kabupaten Magetan:
37 Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau SWP A, SWP B dan SWP APBD 1. Bappeda

Publik murni sebesar 20%

C

2. Dinas PUPR
3. Dinas Lingkungan Hidup

II

Perwujudan Zona Budidaya
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1 Zona Badan Jalan
1. SWP A pada Blok A.1,
5 2\1;1; g'Qsda;éig;{kBA 13 : Pemerintah Kabupaten Magetan:
1.1 Penetapan Delineasi Zona Badan Jalan ’ p ’ APBD 1. Bappeda
dan B.2; dan 2. Dinas PUPR
3. SWP C pada Blok C.1 ’
Blok C.2 dan Blok C.3
. SWP A pada Blok A.1,
SIWOIS g'Qfda;];B{ké\ 13 : Pemerintah Kabupaten Magetan:
1.2 Pemeliharaan Badan Jalan ’ p ’ APBD 1. Bappeda
dan B.2; dan 2. Dinas PUPR
. SWP C pada Blok C.1 ’
Blok C.2 dan Blok C.3
2 Zona Pertanian
- SWP A pada Blok A. 1’, Pemerintah Kabupaten Magetan:
Blok A.2 dan Blok A.3; .
Penetapan, Pengembangan, dan 5 SWP B pada Blok B.1 1. Bappedalitbang
2.1 mempertahankan sub-zona Tanaman : dan B 2? dan ’ APBD 2. Dinas PUPR
Pangan 3. SWP C pada Blok C.1 2' e eranian
Blok C.2 dan Blok C.3 )
Penyediaan sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten Magetan:
2.2 untuk menunjang pengembangan di ?:WP A, SWP B dan SWP APBD 1. DTPHPKP
Zona Pertanian 2. Dinas PUPR
. . . g Pemerintah Kabupaten Magetan:
Meningkatkan Hasil Produksi di Zona SWP A, SWP B dan SWP . .
2.3 Pertanian c APBD 1. Dinas Pertanian
2. Dinas PUPR
. . . Pemerintah Kabupaten Magetan:
0.4 gz?é;r};lihan kegiatan di Zona (S:WP A, SWP B dan SWP APBD 1. Dinas Pertanian
2. Dinas PUPR
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemerintah Kabupaten Magetan:
2.5 Pemeliharaan Jalan Usaha di Zona EWP A, SWP B dan SWP APBD 1. Dinas Pertanian
Pertanian 2. Dinas PUPR
2.6 Menciptakan sentra industri bagi SWP A, SWP B dan SWP APBD Pemerintah Kabupaten Magetan:

industri kecil, dan pengolahan hasil

C

1. Dinas Perindustrian Dan
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pertanian Perdagangan
2. DPMPTSP
. . Pemerintah Kabupaten Magetan:
Penataan kawasan Sentra Industri Kecil | qwp s swp B dan swp 1. Dinas Perindustrian Dan
2.7 Menengah untuk mendukung APBD
. C Perdagangan
pengembangan agrowisata 5. DPMPTSP
3 Zona Kawasan Peruntukan Industri
Pemerintah Kabupaten Magetan:1.
31 Penetapan Kawasan Peruntukan SWP A pada Blok A.1 APBD BappedaQ..Dlnas PUPR3. Dinas
Industri Perindustrian Dan Perdagangan4.
DPMPTSP
Pemerintah Kabupaten Magetan:
3.2 Pembangunan pengqlahan 1'1mbah BS SWP A pada Blok A.1 APBD 1. Dinas Perindustrian Dan
untuk menampung limbah industri Perdagangan
2. DPMPTSP
4 Zona Perumahan
1. SWP A pada Blok A.1,
Blok A.2 dan Blok A.3; Pemerintah Kabupaten Magetan:1.
4.1 Penentuan dan Pengembangan sub- 2. SWP B pada Blok B.1 APBD Bappeda2. Dinas PUPR3. Dinas
’ zona Perumahan Kepadatan Sedang dan B.2; dan Pertanian4. Dinas Lingkungan
3. SWP C pada Blok C.1 Hidup5. Kantor Pertanahan
Blok C.2 dan Blok C.3.
Pemerintah Kabupaten Magetan:
1. SWP A pada Blok A.2 1. Bappeda
Penentuan dan Pengembangan sub- 2. Dinas PUPR
4.2 APBD . .
zona Perumahan Kepadatan Rendah 3. Dinas Pertanian
2. SWP C pada Blok C.1 4. Dinas Lingkungan Hidu
Blok C.2 dan Blok C.3 : §<Ung P
5. Kantor Pertanahan
. . Pemerintah Kabupaten Magetan:
Penataan dan peningkatan kuantitas
4.3 prasarana dan sarana umum SWP A, SWP B dan SWP APBD 1. Bappeda

penunjang Zona Perumahan

C

2. Dinas PUPR
3. Kantor Pertanahan
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Pengendalian Pembangunan dengan Pemerintah Kabupaten Magetan:
4.4 Perijinan, Pengawasan, Insentif dan SWP A, SWP B dan SWP APBD 1. Bappeda
’ Disinsentif, Penertiban yang Ketat dan C 2. Dinas PUPR
Tegas Pada Zona Perumahan 3. Kantor Pertanahan
Peningkatan, Penyediaan Prasarana, Pemerintah Kabupaten Magetan:
45 Sarana, dan Utilitas Umum di SWP A, SWP B dan SWP APBD 1. Bappeda
’ Perumahan untuk Menunjang Fungsi C 2. Dinas PUPR
Hunian 3. Kantor Pertanahan
Pemerintah Kabupaten Magetan:
4.6 Pembangunan Kolam Retensi Pada SWP A, SWP B dan SWP APBD 1. Bappeda
’ Permukiman Rawan Banjir/Genangan C 2. Dinas PUPR
3. Kantor Pertanahan
Pemerintah Kabupaten Magetan:
SWP A, SWP B dan SWP 1. Bappeda
4.7 Pengembangan perumahan formal c APBD 5. Dinas PUPR
3. Kantor Pertanahan
5 Zona Sarana Pelayanan Umum
Pemerintah Kabupaten Magetan:
1. Bappeda
Perencanaan dan Pengembangan SPU 1. SWP B pada Blok B.2 2. D?nas PUPR. .
5.1 2. SWP C pada Blok C.1 APBD 3. Dinas Pendidikan
sub-zona Skala Kecamatan .
dan C.2 4. Dinas Kesehatan
5. Kemenag
6. Dinas Pemuda dan Olahraga
1. SWP A pada Blok A.1, Pemerintah Kabupaten Magetan:
Blok A.2 dan Blok A.3 1. Bappeda
Perencanaan dan Pengembangan sub- 2. SWP B pada Blok B.1 2. Dinas PUPR
5.2 dan B.2 APBD 3. Dinas Pendidikan
zona SPU Skala Kelurahan 4 Dinas Keschatan
3. SWP C pada Blok C.1 5: Kemenag
Blok C.2 dan Blok C.3 6. Dinas Pemuda dan Olahraga
53 Perencanaan dan Pengembangan sub- 1. SWP B pada Blok B.1
) zona SPU Skala RW 2. SWP C pada Blok C.3
5.4 Peningkatan Kualitas Prasarana dan SWP A, SWP B dan SWP APBD Pemerintah Kabupaten Magetan:
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Sarana, dan Pengendalian Zona Sarana | C 1. Bappeda
Pelayanan Umum 2. Dinas PUPR
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Kesehatan
5. Kemenag
6. Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
6 Zona Perdagangan dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Magetan:
1. Bappeda
6.1 Penentuan Deliniasi Sub Zona 1. SWP A Blok A.1; dan APBD 2. Dinas PUPR
’ Perdagangan dan Jasa Skala Kota 2. SWP C Blok C.2. 3. Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan
4. DPMPTSP
SWP A pada Blok A.3; Pemerintah Kabupaten Magetan:1.
6.2 Penentuan Deliniasi Sub Zona 2. SWP B pada Blok B.1; APBD Bappeda2. Dinas PUPR3. Dinas
’ Perdagangan dan Jasa Skala WP dan B.2; dan Perindustrian Dan Perdagangan4.
3. SWP C pada Blok C.1 DPMPTSP
dan C.2.
Pemerintah Kabupaten Magetan:
1. Bappeda
6.3 Pengembangan dan Peningkatan PSU SWP A, SWP B dan SWP APBD 2. Dinas PUPR
’ Zona perdagangan dan jasa C 3. Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan
4. DPMPTSP
Pemerintah Kabupaten Magetan:
Pengendalian pembangunan dengan 1. Bappeda
6.4 perijinan, pengawasan, insentif dan SWP A, SWP B dan SWP APBD 2. Dinas PUPR
’ disinsentif, penertiban yang ketat dan C 3. Dinas Perindustrian Dan
tegas Zona Perdagangan dan Jasa Perdagangan
4. DPMPTSP
7 Zona Perkantoran
7.1 Penetapan Deliniasi Zona Perkantoran 1. SWP A Blok A.2 dan | | | | ‘ ‘ | APBD Pemerintah Daerah Kabupaten
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Blok A.3; Magetan:
2. SWP B Blok B.1 dan 1. Bappedalitbang
Blok B.2: dan 2. Dinas PUPR
3. SWP C Blok C.1, C.2
dan Blok C.3.
1. SWP A Blok A.2 dan
Blok A.3;
70 Pengembangan dan Penataan Zona 2. SWP B Blok B.1 dan
: Perkantoran Blok B.2; dan
3. SWP CBlok C.1, C.2
dan Blok C.3.
8 Zona Pertahanan Keamanan
Pemerintah Kabupaten Magetan:
Penetapan Deliniasi Zona Pertahanan 1. Bappeda
8.1 dan Keamanan SWP C pada Blok C.2 APBD 2. Dinas PUPR
3. TNI
Pemerintah Kabupaten Magetan:
Pengembangan dan Penataan Zona 1. Bappeda
8.2 Pertahanan dan Keamanan SWP C pada Blok C.2 APBD 2. Dinas PUPR
3. TNI

"N _\Penqt_@ ingkat I
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I Diizinkan
T1 Kegiatan dibatasi pada tiap zona/sub zona maksimal 40% dari luas kavling
T2 Kegiatan dibatasi waktu operasional menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku
3 Kegiatan dibatasi pada radius tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
™ Kegiatan dibatasi untuk skala kegiatan kecil dan menengah
S Kegiatan dibatasi untuk fasilitas umum dan kegiatan sosial
Bl Kegiatan dengan syarat wajib melengkapi dokumen lingkungan
B Kegiatan dengan syarat wajib melengkapi dokumen persetujuan terkait dampak lalu lintas
B3 Kegiatan dengan syarat wajib melengkapi rekomendasi teknis dari instansi terkait
X Tidak Diizinkan
. | H. BUALLIVIAUIAN,
Salinan sesuaijnlengan aslinya TID

Plt. KEPALA E

W 'f'\\Pena‘t/Qz ingkat I
NIP. 19B#&319201101 1 014
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LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR :43 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 DESEMBER 2023

Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

ZONA LINDUNG ZONA BUDIDAYA
Ruang Terbuka Hijau Perumahan B e ST
Umum dan Jasa
Perli Ba l::;::? KSZZa Perta
Plnten:itas Fungsi B::Id n;\‘;n Ta:lna Tama Pema d: Tana | Perun | Kepa Kepa | Skala Skala f:::l:: :T;;;
en;an aatan Jalan Air Sete Keca n kama Jalur Jal man tukan | datan | datan | Keca Kelur Skala | Skala | Skala n Keam
UBLE mpat mata Kelur n Hijau an Pang | Indus Seda Rend mata ahan RW Kota WP anan
n ahan an tri ng ah n

BA PS RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ P-1 KPI R-3 R-4 SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 K-1 K-2 KT HK

Kolektor - 20% 20% 30% 30% 30% - 10% 80% 70% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 70% 70%

Ma}Ifs]:i)r?lum Lokal - 20% 20% 30% 30% 30% - 10% 80% 70% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 70% 70%
Lingkungan - 20% 20% 30% 30% 30% - 10% 80% 70% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 70% 70%

Kolektor - 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 - 0,1 2 2 1,4 1 1,2 2 1,8 1,5 3 1,2

KLB

Maksimum Lokal - 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 - 0,1 2 2 1,4 1 1,2 2 1,8 1,5 3 1,2

Lingkungan - 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 - 0,1 2 2 1,4 1 1,2 2 1,8 1,5 3 1,2

Migi?nl—ll,lm Kolektor - 80% 80% 70% 70% 70% - 90% 20% 30% 40% 30% 20% 20% 20% 20% 30% 30%
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ZONA LINDUNG ZONA BUDIDAYA
Ruang Terbuka Hijau Perumahan SEREE ST AT e
Umum dan Jasa
Perli Ba I:E:::‘ K:;:a Perta
Intensitas Bad | ndun | Tama da Perka | hana
Fungsi Tama Tana | Perun | Kepa Kepa Skala
L e Jalan af‘ gan n n e Jalur n man tukan | datan | datan Keca Skala Skala | Skala | Skala e e
Ruang Air Sete Keca kama .e Jal Kelur n Keam
Kelur Hijau Pang | Indus | Seda | Rend | mata RW Kota WP
mpat mata n an q ahan anan
n ahan an tri ng ah n
BA PS RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ P-1 KPI R-3 R-4 SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 K-1 K-2 KT HK
Lokal - 80% 80% 70% 70% 70% - 90% 20% 30% 40% 30% 20% 20% 20% 20% 30% 30%
Lingkungan - 80% 80% 70% 70% 70% - 90% 20% 30% 40% 30% 20% 20% 20% 20% 30% 30%
Kolektor - - - - - - - - 80% 70% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 70% 70%
KTB
. Lokal - - - - - - - - 80% 70% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 70% 70%
Maksimum
Lingkungan - - - - - - - - 80% 70% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 70% 70%
Luas Kaveling Minimum (m?2) - - - - - - - - - 72 m2 | 90 m2 - - - - - - -
Pj. BUPATI MAGETAN,
I'TD
HERGUNADI
Salinan sesuaijdengan aslinya
Plt. KEPALA M
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LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR
TANGGAL : 13 DESEMBER 2023

Tabel Ketentuan Tata Bangunan

: 43 TAHUN 2023

ZONA LINDUNG

ZONA BUDIDAYA

Perdagang
Ruang Terbuka Hijau Perumahan Sarana Pelayanan Umum an dan
Jasa
q Pertan
Intensita q Bad ian Kawasa Pertaha
s F q Bad Perlindu n
Pemanfa ungsi an ngan Jal an | Tanam Peruntu Ska Perkant | nan dan
Jalan 3 Taman | Taman Jala an Kepada | Kepada Skala Skala Ska Ska oran Keaman
atan Air Setempat Pemaka ur kan la
Ruang Kecama Kelura man Hij n Panga Industri tan tan Kecama Kelura la Kot la an
tan han au n Sedang | Rendah tan han RW a WP
RT SPU
BA PS RTH-3 RTH-4 RTH-7 H-8 BJ P-1 KPI R-3 R-4 SPU-2 SPU-3 4 K-1 K-2 KT HK
Kolektor - - - - - - - 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5
GSB
Minimum Lokal - - - - - - - 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3
(meter)
Lingkun |~ _ . . - - - - 2 2 2 2 2 2 2 | 3 | 2 2 2
gan
Ketinggia
n Kolektor - - - - - - - 12 20 20 15 20 15 10 20 15 12 15
Banguna
n
Maksimu Lokal - - - - - - - 8 12 15 10 15 10 8 15 10 8 10
m (meter)
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ZONA LINDUNG

ZONA BUDIDAYA

Perdagang
Ruang Terbuka Hijau Perumahan Sarana Pelayanan Umum an dan
Jasa
q Pertan
Intensita . Bad ian Kawasa Pertaha
s q Bad | Perlindu n
Pemanfa Fungsi an ngan Jal an Tanam Peruntu Ska Perkant | nan dan
Jalan 3 Taman Taman Jala an Kepada | Kepada Skala Skala Ska Ska oran Keaman
atan Air | Setempat Pemaka ur kan la
Ruang Kecama | Kelura man Hii n Panga Industri tan tan Kecama Kelura la Kot la an
tan han a ‘i] n Sedang | Rendah tan han RW a WP
RT SPU
BA PS RTH-3 RTH-4 RTH-7 H-8 BJ P-1 KPI R-3 R-4 SPU-2 SPU-3 4 K-1 | K-2 KT HK
Lingkun | - - - - - - 8 10 10 8 10 8 5 | 10 | 8 8 8
gan
Kolektor - - - - - - - 2 2 2 2 3 4 4 3 3 2 2
Jarak
Bebas
Antar Lokal - - - - - - - 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 1
Banguna
n (meter) ]
Linglun | _ - - - - - - 1 1 1 1 2 2 2 | 2 | 2 1 1
gan
Kolektor - - - - - - - 2 2 2 2 3 4 4 3 3 2 2
Jarak
Bebas 1 pokal | - - - - - - 1 1 1 1 2 3 3 | 2| 2 1 1
Samping
(meter)
Lingkun | - - - - - - 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1
gan
Jarak
Bebas Kolektor - - - - - - - 2 2 2 2 3 4 4 3 3 2 2
Belakang
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ZONA LINDUNG ZONA BUDIDAYA
Perdagang
Ruang Terbuka Hijau Perumahan Sarana Pelayanan Umum an dan
Jasa
. Pertan
Intensita . Bad ian Kawasa Pertaha
s . | Bad | Perlindu n k
Pemanfa Fungsi = ngan Jal an Tanam P Ska Perkant nan dan
Jalan 3 Taman Taman Jala an Kepada | Kepada Skala Skala Ska Ska oran Keaman
atan Air | Setempat Pemaka ur kan la
Ruang Kecama | Kelura man Hij n Panga Industri tan tan Kecama Kelura la Kot la an
tan han au n Sedang | Rendah tan han RW a WP
RT SPU
BA PS RTH-3 RTH-4 RTH-7 H-8 BJ P-1 KPI R-3 R-4 SPU-2 SPU-3 4 K-1 | K-2 KT HK
(meter)
Lokal - - - - - - - 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 1
Lingkun | - - - - - - 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1
gan
Pj. BUPATI MAGETAN,
I'TD
HERGUNADI
Salinan sesuaijdengan aslinya
Plt. KEPALA M
ARIEF MAN. S.H
- ~_Penata/Tingkat I
. o g 138
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: PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR :43 TAHUN 2023

LAMPIRAN VIII

TANGGAL : 13 DESEMBER 2023

Tabel Ketentuan Prasarana Minimal

Pemakaman (RTH-7)

No Zona/Sub Zona Sarana dan Prasarana Ketentuan Minimal
A | Kawasan Lindung
1 Zona Badan Air Ruang Terbuka Hijau Sempadan badan air
Fasilitas Pendukung Bangunan penahan longsor
2 Zona Perlindungan Setempat Jaringan Pejalan Kaki Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
(PS) Ruang Terbuka Hijau Penyediaan tanaman dengan fungsi peresapan air 50% dari luas KDH
Terlayani jaringan listrik
Utilitas Perkotaan Terlayani jaringan air minum (selain kegiatan yang diijinkan dan pertanian)
Prasarana Lingkungan Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah (selain kegiatan yang diijinkan
dan pertanian)
Fasilitas Pendukung Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah (selain kegiatan yang diijinkan
dan pertanian)
3 Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Jaringan Pejalan Kaki Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
Taman Kecamatan (RTH-3), dan tempat duduk
Taman Kelurahan (RTH-4), Utilitas Perkotaan Terlayani jaringan listrik
Taman RW (RTH-5) Terlayani jaringan air minum
Terlayani jaringan telekomunikasi
Terlayani jaringan internet (hanya untuk taman kota apabila perlu)
Terlayani jaringan drainase
Prasarana Lingkungan Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah
Fasilitas Pendukung Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah
4 Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Jaringan Pejalan Kaki Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan

Utilitas Perkotaan

Terlayani jaringan listrik

Terlayani jaringan air minum
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No Zona/Sub Zona Sarana dan Prasarana Ketentuan Minimal
Terlayani jaringan telekomunikasi
Terlayani jaringan drainase
Prasarana Lingkungan Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah
Fasilitas Pendukung Penyediaan tempat parkir dan tempat sampah
5 Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Jaringan Pejalan Kaki Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
Jalur Hijau (RTH-8) dan tempat duduk
Utilitas Perkotaan Terlayani jaringan listrik
Terlayani jaringan air minum
Terlayani jaringan telekomunikasi
Terlayani jaringan drainase
Fasilitas Pendukung Penyediaan tempat sampah
B | Kawasan Budi Daya
1 Zona Badan Jalan (BJ) Jaringan Pejalan Kaki Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
Ruang Terbuka Hijau Jalur hijau
Fasilitas Pendukung Rambu Jalan dan Rambu evakuasi bencana
Trotoar jalan
Utilitas Perkotaan Terlayani jaringan listrik
Terlayani jaringan air minum
Terlayani jaringan telekomunikasi
Terlayani jaringan jalan
Terlayani jaringan drainase
Terlayani jaringan air limbah
Terlayani jaringan persampahan
2 Sub Zona Tanaman Pangan (P- Saluran Irigasi Teknis Memiliki bangunan utama berupa bangunan permanen jaringan irigasi

1)

Dilengkapi dengan pengaman saluran irigasi berupa sempadan irigasi

Memiliki jalur akses jalan usaha tani untuk mendukung kegiatan pertanian

Untuk operasi dan pemeliharaan saluran, dilakukan penanganan secara teratur dan

memiliki instansi yang memiliki kewenangan didalamnya.

Utilitas Perkotaan

Terlayani jaringan listrik

Terlayani jaringan air minum
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No Zona/Sub Zona Sarana dan Prasarana Ketentuan Minimal
Terlayani jaringan telekomunikasi
Terlayani jaringan persampahan
Terlayani jaringan drainase
Terlayani jaringan irigasi
3 Zona Peruntukan Industri (KPI) Jaringan Pejalan Kaki Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan,
tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
Ruang Terbuka Hijau Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof
bagi bangunan berlantai lebih dari 1
Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan
Prasarana Lingkungan Terlayani jaringan listrik
Terlayani jaringan air minum
Terlayani jaringan telekomunikasi
Terlayani jaringan jalan
Terlayani jaringan drainase
Terlayani jaringan persampahan
Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan
Penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)
Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
Fasilitas Pendukung Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik
Penyediaan lahan parkir umum
Fasilitas peribadatan
Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
4 Sub Zona Perumahan Jaringan Pejalan Kaki Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan,

Kepadatan Sedang (R-3), Sub
Zona Perumahan Kepadatan

Rendah (R-4)

tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau

Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof

bagi bangunan berlantai lebih dari 1

Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan

Prasarana Lingkungan

Terlayani jaringan listrik

Terlayani jaringan air minum

Terlayani jaringan telekomunikasi

Terlayani jaringan jalan

141




No Zona/Sub Zona Sarana dan Prasarana Ketentuan Minimal
Terlayani jaringan drainase
Terlayani jaringan persampahan
Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan
Penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)
Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
Fasilitas Pendukung Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik
Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
Fasilitas peribadatan
Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing
hunian
S Sub Zona SPU Skala Jaringan Pejalan Kaki Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan,
Kecamatan (SPU-2), Sub Zona tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
SPU Kelurahan (SPU-3), Sub Ruang Terbuka Hijau Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof
Zona SPU Skala RW (SPU-4) bagi bangunan berlantai lebih dari 1
Prasarana Lingkungan Terlayani jaringan listrik
Terlayani jaringan air minum
Terlayani jaringan telekomunikasi
Terlayani jaringan jalan
Terlayani jaringan drainase
Terlayani jaringan persampahan
Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan
Penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)
Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
Fasilitas Pendukung Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik
Penyediaan lahan parkir umum
Fasilitas peribadatan
Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
6 Sub Zona Perdagangan dan Jaringan Pejalan Kaki Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan,

Jasa Skala Kota (K-1), Sub

Zona Perdagangan dan Jasa

tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau

Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof
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No Zona/Sub Zona Sarana dan Prasarana Ketentuan Minimal
Skala WP (K-2) bagi bangunan berlantai lebih dari 1
Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan
Prasarana Lingkungan Terlayani jaringan listrik
Terlayani jaringan air minum
Terlayani jaringan telekomunikasi
Terlayani jaringan jalan
Terlayani jaringan drainase
Terlayani jaringan persampahan
Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan
Penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)
Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
Fasilitas Pendukung Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik
Penyediaan lahan parkir umum
Fasilitas peribadatan
Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
7 Zona Perkantoran (KT) Jaringan Pejalan Kaki Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan,

tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau

Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof

bagi bangunan berlantai lebih dari 1

Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan

Prasarana Lingkungan

Terlayani jaringan listrik

Terlayani jaringan air minum

Terlayani jaringan telekomunikasi

Terlayani jaringan jalan

Terlayani jaringan drainase

Terlayani jaringan persampahan

Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan

Penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)

Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan

Fasilitas Pendukung

Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik

Penyediaan lahan parkir umum
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No Zona/Sub Zona Sarana dan Prasarana Ketentuan Minimal
Fasilitas peribadatan
Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
8 Zona Pertahanan dan Jaringan Pejalan Kaki Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan,

Keamanan (HK)

tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau

Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof

bagi bangunan berlantai lebih dari 1

Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan

Prasarana Lingkungan

Terlayani jaringan listrik

Terlayani jaringan air minum

Terlayani jaringan telekomunikasi

Terlayani jaringan jalan dengan akses 2 jalur dengan kekuatan 40 Ton

Terlayani jaringan drainase

Terlayani jaringan persampahan

Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan

Penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)

Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan

Fasilitas Pendukung

Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik

Penyediaan lahan parkir umum

Fasilitas peribadatan

Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

Bebas dari tempat/lokasi/ bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase

Bebas dari industri bahan peledak

Salinan sesuai
Plt. KEPALA

lengan aslinya
IAN H

\ ARIEE MAN. S.H
- N_Penata/Tingkat I
NIP. 198#&319'201101 1 014

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI
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1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

ZONA KAWASAN
KESELAMATAN

OPERASI
PENERBANGAN

KETENTUAN KHUSUS

SUB-ZONA

KODE

SUB-

ZONA

SwWP

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR

43 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 DESEMBER 2023

LUAS (HA)

Badan Jalan BJ Badan Jalan BJ A A.l 3,02
Pertanian P Tanaman Pangan P-1 A A.1dan A.2 108,49
Kawasan Ancangan Perumahan R Perumahan Kepadatan R-3 A A.1dan A.2 43,90
Pendaratan dan Lepas Sedang
Landas Sarana Pelayanan | opi; | gpy Skala Kelurahan SPU-3 | A |A1 0,99
Umum
Pedagangan dan Perdagangan dan Jasa
K K-1
Jasa Skala Kota A Al 8,40
A.1, A2 dan
A A3 3,44
Badan Jalan BJ Badan Jalan BJ B B.1 dan B.2 12,48
C.1, C.2 dan
C ca 22,91
Kawasan di Bawah A A.1,A.2,dan 280,51
Permukaan Horizontal- A.3
Luar Pertanian P Tanaman Pangan P-1 B B.1 dan B.2 386,38
C.1, C.2 dan
C ca 1.109,06
Kawasan
Peruntukan KPI Kawasan Peruntukan KPI A A1 0,45
. Industri
Industri

PENGATURAN ZONA KAWASAN
KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

Dilarang membuat bangunan yang
menghalangi (obstacle) di kawasan
keselamatan operasi penerbangan yang
dapat membahayakan keselamatan dan
keamanan penerbangan;

Dilarang membuat bangunan dan kegiatan
yang mengganggu navigasi dan komunikasi
di kawasan keselamatan operasi
penerbangan yang dapat membahayakan
keselamatan dan keamanan penerbangan;
Dilarang membuat bangunan dan kegiatan
yang mengganggu pandangan seperti
Cahaya Lampu Bangunan yang belebihan di
kawasan keselamatan operasi penerbangan
yang dapat membahayakan keselamatan
dan keamanan penerbangan; dan

Apabila ketinggian bangunan dan
infrastruktur lainnya melampaui dari
ketinggian yang telah ditentukan (>10
m),maka izin ketinggian bangunan dan
infrastruktur lainnya yang berada di KKOP
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ZONA KAWASAN KODE

KESELAMATAN PENGATURAN ZONA KAWASAN

SUB-ZONA SUB- SWP LUAS (HA)

OPERASI ZONA

PENERBANGAN

KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

A.1,A.2 dan harus mendapatkan rekomendasi ketinggian
R-3 A 62,63 . s
A.3 dari Lanud Iswahjudi
Perumahan Kepadatan
B B.1 dan B.2 91,83
Sedang
Perumahan R C gé C.2 dan 142,41
Perumahan Kepadatan R4 A A2 7,66
Rendah C C.1, C.2 dam 101.93
C.3 ’
SPU Skala Kecamatan SPU-2 C C.1dan C.2 2,89
A.1, A.2 dan
A A3 0,85
Sarana Pelayanan SPU SPU Skala Kelurahan SPU-3 B B.1 dan B.2 3,78
Umum c C.1, C.2 dan 459
C.3 ’
B B.1 0,01
SPU Skala RW SPU-4
C C.3 0,03
Perdagangan dan Jasa
Skala Kota K-l ¢ c2 1,53
Perdagangan dan K A A3 10,26
Jasa Perdagangan dan Jasa K-2 B B1dan B2 28.73
Skala WP - qan B ’
C C.l1dan C.2 14,39
A A.2 dan A.3 0,14
Perkantoran KT Perkantoran KT B B.1 dan B.2 0,29
C.1, C.2 dan
C c3 1,36
Pertahanan dan HK Pertahanan dan HK c co 0,04
Keamanan Keamanan
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2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

KODE

ZONA ZONA SUB ZONA KETENTUAN KHUSUS LP2B

Zona Tanaman Pangan a) Sub-zona Tanaman Pangan yang telah ditetapkan sebagai Lahan
Pertanian A A1, A2 dan 995.45 pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) tidak dapat dialih
A3 ’ fungsikan selain untuk kepentingan umum dan/atau Proyek

Strategis Nasional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

b) Dalam hal terjadi bencana pengalihan fungsi Lahan Pertanian

B B.ldanB.2 195,10 Pangan Berkelanjutan untuk infrastruktur dapat dilakukan
pengalihfungsian lahan yang dilakukan sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.

c¢) penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar
kesesuaian lahan, dengan ketentuan:

1. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang

592,92 dialihfungsikan lahan beririgasi;

2. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang
dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non
pasang surut (lebak); dan

3. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang
dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

C.1,C.2dan
C.3
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KAWASAN
RAWAN
BENCANA

3. Kawasan Rawan Bencana

SUB-ZONA

PENGATURAN KAWASAN RAWAN

BENCANA

Badan Jalan Badan Jalan C C.2 0,04 Konstruksi bangunan yang berada pada
. A A.1dan A2 1,15 kawasan rawan bencana banjir harus
Pertanian P Tanaman Pangan P-1 B B.2 1,07 mengikuti standar pembangunan gedung
A Al 0,15 tahan banjir (sesuai aturan teknis atau
Perumahan R Perumahan Kepadatan R-3 B BldanB.2 1.41 peraturan daerah mengenai Bangunan
Sedang C |c2 0,20 Gedung),
. : KDH harus ditambahkan 10% dari yang
disebutkan;
Sarana dan prasarana minimum untuk
Rawan Bencana drainase lingkungan  harus dapat
Banjir Tingkat menampung debit air sebesar 1 m3/s;
Sedang, Tidak diperbolehkan membangun
Likuifaksi Tingkat dan/atau merusak aliran alami;
Sedang Kawasan budidaya yang berada pada
Perdagangan dan K Perdagangan dan Jasa K-2 c co 043 kawasan rawan bencana banjir harus
Jasa Skala Skala WP ) ’ memiliki rencana mitigasi banjir; dan
Bangunan harus memenuhi kaidah
bangunan tahan gempa bumi.
Pembangunan gedung dan non gedung
harus disesuaikan dengan SNI 1726-
2012. Bangunan yang sudah ada dan
tidak sesuai dengan SNI 1726-2012
sebaiknya dilakukan penguatan
A A.l,A2danA.3 6,30 Bangunan harus memenuhi kaidah
Badan Jalan BJ Badan Jalan BJ B B.1 dan B.2 8,76 bangunan tahan gempa bumi.
Rawan Bencana ¢ C.1,C2danC.3 15,32 Pembangunan gedung dan non gedung
Gempa Bumi A A.l,A2dan A.3 346,19 harus disesuaikan dengan SNI 1726-
Tingkat Sedang, | Pertanian P Tanaman Pangan P-1 B B.2 dan B.2 210,02 2012. Bangunan yang sudah ada dan
Banjir Tingkat C C.1,C.2dan C.3 731,58 tidak sesuai dengan SNI 1726-2012
Sedang dan Kawasan Peruntukan KPI Kawasan Peruntukan KPI A a1 0.45 sebaiknya dilakukan penguatan;
Likuefaksi Industri Industri : ’ Pembuatan fire hidrant pada lokasi
Tingkat Sedang A Al A2 dan A3 106.05 potensi kebakaran hutan dan lahan; dan
Perumahan R gzg‘:;lahan Kepadatan R-3 B B.l, dan B.2 88:24 Memiliki kemudahan akses yang dapat
g C C1,C2danC.3 111,48 dilewati truk pemadam kebakaran.
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KAWASAN
RAWAN
BENCANA

PENGATURAN KAWASAN RAWAN

BENCANA

Perumahan Kepadatan R-4 A A.2 5,86
Rendah C C.1,C.2 dan C.3 93,40
SPU Skala Kecamatan SPU-2 C C.1dan C.2 0,92
A A.1,A.2 dan A.3 1,83
Sarana Pelayanan SPU SPU Skala Kelurahan SPU-3 B B.1 dan B.2 3,78
Umum C C.1,C.2 dan C.3 4,59
B | B.1 0,01
SPU Skala RW SPU-4 C C3 0.03
Perdagangan dan Jasa K-1 A A.l 8,33
Perd d Skala Kota C C.2 0,62
g BanEAT CaR K berd dan A |[A3 10,26
Perdagangan dan Jasa |y, [T 51 dan B2 26.12
C C.1 dan C.2 12,85
A A.2 dan A.3 0,14
Perkantoran KT Perkantoran KT B B.1 dan B.2 0,29
C C.1,C.2 dan C.3 1,36
. . B B.1 0,06
Ruang Terbuka Hijau RTH Jalur Hijau RTH-8 C Co 0.09
Pertahanan dan HK Pertahanan dan HK c c.o 0,04
Keamanan Keamanan
A A.2 0,09 .
2 Konstruksi b berad d
Badan Jalan BJ Badan Jalan BJ B | B.l dan B.2 3,70 I A b;;r opa
C C.1,C.2dan C.3 7,20 mengikuti standar pembangunan gedung
awan Bencana A A.2 dan A.3 35,83 peraturan daerah mengenai Bangunan
Gempa Bumi .
Tinekat Sedan Pertanian P Tanaman Pangan P-1 B B.1 dan B.2 167,39 Gedung),
B X Tinek & C C.1,C.2dan C.3 350,79 KDH harus ditambahkan 10% dari yang
P at Perumahan Kepadatan disebutkan;
Eﬁigelfi?sri P h R Sedang R-3 c C.1,C2dan C.3 30,26 Sarana dan prasarana minimum untuk
. erumahan drainase lingkungan harus dapat
Tingkat Sedang E?;g:}allhan Kepadatan R-4 c C.1,C.2dan C.3 8,19 menampung debit air sebesar 1 m3/s;
Tidak diperbolehkan membangun
[SJ";‘; ilrlr? Pelayanan SPU SPU Skala Kecamatan | SPU-2 C C.2 1,97 dan/atau merusak aliran alami; dan
Perdagangan dan K Perdagangan dan Jasa K-1 C C.2 0,91 kawasan budidaya yang berada pada
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KAWASAN

RAWAN
BENCANA

SUB-ZONA

Skala Kota

Perdagangan dan Jasa
Skala WP

0,60

C.2

PENGATURAN KAWASAN RAWAN
BENCANA

kawasan rawan bencana banjir harus
memiliki rencana mitigasi banjir;
Bangunan harus memenuhi kaidah
bangunan tahan gempa bumi.
Pembangunan gedung dan non gedung
harus disesuaikan dengan SNI 1726-
2012. Bangunan yang sudah ada dan
tidak sesuai dengan SNI 1726-2012
sebaiknya dilakukan penguatan;
Pembuatan fire hidrant pada lokasi
potensi kebakaran hutan dan lahan; dan
Memiliki kemudahan akses yang dapat
dilewati truk pemadam kebakaran.

Rawan Bencana
Gempa Bumi
Tingkat Sedang
dan Likuefaksi
Tingkat Sedang

Badan Jalan

BJ

Badan Jalan

BJ

A2

0,07

Pertanian

Tanaman Pangan

A.2

4,95

Perumahan

Perumahan Kepadatan
Rendah

R-4

A2

1,80

Konstruksi bangunan yang berada pada
kawasan rawan bencana banjir harus
mengikuti standar pembangunan gedung
tahan banjir (sesuai aturan teknis atau
peraturan daerah mengenai Bangunan
Gedung),

KDH harus ditambahkan 10% dari yang
disebutkan;

Sarana dan prasarana minimum untuk
drainase lingkungan harus dapat
menampung debit air sebesar 1 m3/s;
Tidak diperbolehkan membangun
dan/atau merusak aliran alami; dan
Kawasan budidaya yang berada pada
kawasan rawan bencana banjir harus
memiliki rencana mitigasi banjir; dan
Bangunan harus memenuhi kaidah
bangunan tahan gempa bumi.
Pembangunan gedung dan non gedung
harus disesuaikan dengan SNI 1726-
2012. Bangunan yang sudah ada dan
tidak sesuai dengan SNI 1726-2012
sebaiknya dilakukan penguatan.
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KAWASAN
RAWAN

BENCANA

SUB-ZONA

KODE
SUB- SWP
ZONA

PENGATURAN KAWASAN RAWAN
BENCANA

Rawan Bencana
Gempa Bumi

Konstruksi bangunan yang berada pada
kawasan rawan bencana banjir harus
mengikuti standar pembangunan gedung
tahan banjir (sesuai aturan teknis atau
peraturan daerah mengenai Bangunan
Gedung),

KDH harus ditambahkan 10% dari yang
disebutkan;

Sarana dan prasarana minimum untuk
drainase  lingkungan  harus dapat

Tingkat Tinggi, menampung debit air sebesar 1 m3/s;
Banjir Tingkat Pertanian Tanaman Pangan P-1 B B.1 0,40 Tidak diperbolehkan membangun
Sedang, dan/atau merusak aliran alami;
Likuefaksi Kawasan budidaya yang berada pada
Tingkat Sedang kawasan rawan bencana banjir harus
memiliki rencana mitigasi banjir; dan
Bangunan harus memenuhi kaidah
bangunan tahan gempa bumi.
Pembangunan gedung dan non gedung
harus disesuaikan dengan SNI 1726-
2012. Bangunan yang sudah ada dan
tidak sesuai dengan SNI 1726-2012
sebaiknya dilakukan penguatan
Konstruksi bangunan yang berada pada
kawasan rawan bencana banjir harus
Rawan Bencana. mengikuti ﬁtandar p.embangunan gedung
. tahan banjir (sesuai aturan teknis atau
Gempa Bumi .
- . peraturan daerah mengenai Bangunan
Tingkat Tinggi, Gedung)
BaTl’.l_]lr Tlngkat Pertanian Tanaman Pangan P-1 B B.1 0,27 KDH harus ditambahkan 10% dari yang
inggi dan : .
. .. disebutkan;
Likuefaksi tingkat ..
Sarana dan prasarana minimum untuk
sedang

drainase lingkungan harus dapat
menampung debit air sebesar 1 m3/s;
Tidak diperbolehkan membangun
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KAWASAN

RAWAN
BENCANA

SUB-ZONA

KODE
SUB-
ZONA

SWP

6. Bangunan harus

PENGATURAN KAWASAN RAWAN
BENCANA

dan/atau merusak aliran alami; dan

5. Kawasan budidaya yang berada pada

kawasan rawan bencana banjir harus
memiliki rencana mitigasi banjir; dan
memenuhi kaidah
bangunan tahan gempa bumi.
Pembangunan gedung dan non gedung
harus disesuaikan dengan SNI 1726-
2012. Bangunan yang sudah ada dan
tidak sesuai dengan SNI 1726-2012
sebaiknya dilakukan penguatan.

Rawan Bencana
Likuefaksi
Tingkat Sedang

B B.2 0,02
Badan Jalan BJ Badan Jalan BJ C Co 0.35
A A.1,A.2 dan A.3 0,88
Pertanian P Tanaman Pangan P-1 B B.2 dan B.2 7,22
C C.1,C.2 dan C.3 26,69
A A2 0,33
gzg‘:::ahan Kepadatan | o 4 B | B.1 dan B.2 2,18
Perumahan R & C [Cldanc2 0,46
Perumahan Kepadatan R-4 C c.1 0,35
Rendah
Perdagangan dan Jasa :
Perdagangan dan K Skala Kota K-1 A Al 0,07
Jasa Perdagangan dan Jasa K-2 B B.1 0,02

Skala WP

Bangunan harus memenuhi kaidah
bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan
gedung dan non gedung harus disesuaikan
dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang
sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI
1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan
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LAMPIRAN IX.3
PERATURAN BUPATI MAGETAN
¢l NOMOR ... TAHUN 2023
£ : g TENTANG
Ei | RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KARTOHARJO 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA

Kab. Ngawi
v SKALA : 1:17.000
L) 045 09 1.8Km
Proyeksi Universal Transverse Mercator
Sistem Grid  Grid Geagrafis dan Grid UTM Zona 48 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
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4. Tempat Evakuasi Bencana Sementara

KODE LUAS PENGATURAN TEMPAT
TEMPAT EVAKUASI SUB-ZONA SUB-ZONA SWP BLOK (HA) EVAKUASI BENCANA
B | PLe™ | 238
: a. Penyediaan  penanda/signage
jalur evakuasi dan titik kumpul
Tempat Evakuasi b.

Tidak boleh ada kegiatan yang
menghambat jalur evakuasi

c. Lebar jalan minimum 3meter
¢ c.2 0,77 untuk kendaraan pengangkut
evakuasi bencana

Sarana Pelayanan Umum SPU SPU Skala Kelurahan SPU-3
Sementara
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LAMPIRAN IX.4
PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR ... TAHUN 2023
ANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KARTOHARJO 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA (TEB)

U SKALA: 1:7.000
a 045 0y 1,5Km
Proyeksi Universal Transverse Mercator
Sistem Grid Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S

Datum WGS 1984
: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKAS|
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5. Kawasan Sempadan

KAWASAN
SEMPADAN

SUB-ZONA

LUAS (HA)

PENGATURAN KAWASAN SEMPADAN

Badan Jalan BJ Badan Jalan BJ C C.1,dan C.2 0,16 Diperbolehkan untuk bangunan terkait
A A.1,A.2 dan A.3 2,33 pemanfaatan sungai, mata air, danau, embung
Pertanian P Tanaman Pangan P-1 B B.1 dan B.2 7,16 dan waduk;
Bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum
¢ C.1,C2dan C.3 26,40 Peraturan ini ditetapkan dan berada pada
Perumahan A A.1,A.2 dan A.3 2,58 kawasan yang sebaiknya direncanakan sebagai
Kepadatan Sedan R-3 B B.1 3,45 sempadan Situ, Danau, Embung, Waduk dan
Perumahan R p g C C.1dan C.2 2,18 Sungai dan kawasan sekitarnya, dapat menjadi
Perumahan R4 A AD 0,16 irahan pemanfaatan ruzil{ng untuk é);ln;taan
= awasan terutama untuk mengembalikan
Kepadatan Rendah C C.1,C.2dan C.3 1,91 fungsi sempadan
Sempadan Sungai Sarana Pelayanan SPU SPU Skala SPU-3 B B.1 0,22 tempat tinggal masyarakat yang secara turun
Umum Kelurahan C C.1dan C.2 0,11 temurun sudah bertempat tinggal di wilayah
K-1 A A.l 0,42 tersebut dapat beraktifitas dengan tidak
A A3 0,48 memperluas kaveling bangunan
bangunan non permanen diperbolehkan untuk
Perdagangan dan menunjang kegiatan wisata tirta dan/atau
Perdagangan dan K Jasa Skala Kota irigasi
Jasa Perdagangan dan K-2 B B.1 3.05 Penyediaan prasarana pengelolaan limbah
Jasa Skala WP : ’ harus disediakan secara komunal
menyediakan akses jalan baik dalam
sempadan maupun diluar sempadan sebagai
jalur evakuasi
Pertanian P Tanaman Pangan P-1 C C.1 dan C.2 8,23 Pemanfaatan ~ ruang  untuk  sempadan
ketenagalistrikan diutamakan untuk
Sarangriilljagf anat SPU Egiiiii SPU-3 C C.1dan C.2 0,05 dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau;
Perd d Perd d tempat tinggal masyarakat yang secara turun
crdagangan dan K erdagangan dan K-2 C Cc.2 0,55 temurun sudah bertempat tinggal di wilayah
Jasa Jasa Skala WP tersebut dapat beraktifitas dengan tidak
memperluas kaveling bangunan; dan
Ke t(?r?;ngigg‘?kan Bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum
g Peraturan ini ditetapkan dan berada pada
kawasan yang sebaiknya direncanakan sebagai
Perkantoran KT Perkantoran KT Cc C.1 0,02 sempadan ketenagalistrikan, diperbolehkan

dengan syarat dan diberlakukan persyaratan

tambahan yaitu pemanfaatan ruang dilaksanakan

dengan mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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LAMPIRAN IX.5
PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR ... TAHUN 2023

RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KARTOHARJO 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENGANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

1

SKALA: 1:17.000

] 045 LX) 4,8 Km

Proyeksi
Sistem Grid

Universal Transverse Mercator
Grid Geografis dan Grid UTM Zona 4 &

Datum WGS 1984
: Geoid EGM 2008

Datum Horizontal
Datum Vertikal
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LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 43 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 DESEMBER 2023

TEKNIK PENGATURAN ZONASI

TEKNIK
PENGATURAN SUB-ZONA
ZONASI

KODE PENGATURAN TEKNIK PENGATURAN

SUB-ZONA ZONASI

Teknik Badan Air Badan Air A.1,A.2, dan 0,09 Pada Teknik Pengaturan Zonasi lainnya
Pengaturan A.3 digunakan untuk memberikan pengaturan
Zonasi Lainnya B B.1 0,08 dalam penyelesaian Lahan Sawah yang
C C.1, C.2 dan 1,22 dilindungi yang telah ditetapkan oleh
C.3 Kementerian ATR/BPN. Penetapan TPZ
Perlindungan PS Perlindungan PS C C.3 0,01 Lainnya tersebut diarahkan sebagai berikut:
Setempat Setempat . L
Badan Jalan BJ Badan Jalan BJ A A.1,A.2, dan 0,52 1. Teknik pengaturan zonast 1a11}nya berupa
A3 Lahan Sawah yang D111ndqng1 perlu '
B B.1ldanB.2 0.63 mendgpatkan rekomendasi dari Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
C C.1, C.2 dan 1,87 P . b
ertanahan Nasional c.q. Direktur
€3 Jenderal Pengendalian dan Penertiban
Perkantoran KT Perkantoran KT B B.1 dan B.2 0,03 Tanah dan Ruang terkait dengan
Ruang RTH Pemakaman RTH-7 B B.1 0,03 perubahan fungsi lahan yang telah
Te“rbuka C C.1, C.2 dan 0,93 ditetapkan.
Hijau . C.3 2. Pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan
Pertanian P Tanaman P-1 A A.1, A2, dan 358,07 merupakan Lahan Sawah Dilindungi
Pangan A.3 dapat dilakukan perubahan dengan
B B.1 dan B.2 360,25 berpedoman pada peraturan
C | C1,C2dan 1.005,89 perundangan yang berlaku.
C3 3. Pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan
Perumahan R Perumahan R-3 A A.1,A.2, dan 0,14 perlu memperhatikan hal sebagai
Kepadatan A.3 berikut:
Sedang B B.1 dan B.2 0,41 a. Pemanfaatan ruang pada Lahan
C C.1, C.2 dan 1,92 Sawah Dilindungi harus melalui
C.3
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TEKNIK
PENGATURAN
ZONASI

SUB-ZONA

KODE

SUB-ZONA

Perumahan A A2 0,01
Kepadatan C C.1,C.2,C.3 0,78
Rendah
SPU SPU SPU Skala SPU-2 C C.1,C.2 0,23
Kecamatan
SPU Skala SPU-3 A A.l 0,69
Kelurahan B B.1 0,05
C C.1dan C.2 0,39
Perdagangan K Perdagangan K-1 C Cc.2 0,02
dan Jasa dan Jasa Skala
Kota
Perdagangan K-2 A A.3 0,27
dan Jasa Skala B B.1 dan B.2 0,84
WP C C.1dan C.2 1,32

PENGATURAN TEKNIK PENGATURAN
ZONASI

pertimbangan dari Forum Penataan

Ruang.

b. Pemanfaatan ruang yang akan diberi
izin memiliki tingkat kepentingan yang
nyata bagi kepentingan orang banyak
atau kawasan perkotaan secara
keseluruhan; dan

c. Pemanfaatan ruang yang akan diberi

izin tidak mengganggu fungsi ruang di

sekitarnya.
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LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KARTOHARJO 2023-2043

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI

Kab. Ngawi
U SKALA: 1:17.000
9 045 92 1.8Km
Proyeksi Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 §

Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal  : Geoid EGM 2008
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